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Motto

Hat erang-orang yang berivian : Hendaklah kamu legak df atas kebenaran
yany adil semala-mala karens Allsk dalam memberikan kesaksiazn, Dan
Jaganlah sekali-sekali kebenclanmu lerkadap sesialn kaum, sampal
menpengariki dirimu untuk berlakn tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itn lebik dekat kepada fagwa. Earena itw, berlaguwalak kepada Allak !/
Sesungguhnyz Allak Haka Mewgelalui apa yang kamu kerjalan

(QS. AL- MAAIDAH : 8)
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BAB I

PENDAHULUAN
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perniagaan transportasi merupakan sarana penting untuk
memperlancar roda perckonomian. Transportasi berperan untuk mempelancar dan
memajukan arus perdagangan dalam dan luar negeri, karena transportasi dapat
melancarkan arus barang dan daerah produksi ke daerah konsumen sehingga
terjadi pemerataan dan peningkatan pembangunan secara optimal.

Menyadari peranan transportasi tersebut di atas, pengangkutan laut
merupakan salah satu upaya transportasi yang mampu meningkatkan kebutuhan
pelayanan angkutan melalui laut dengan biaya yang lebih murah dan lebih
maksimal bila dibandingkan dengan pengangkutan darat dan udara, oleh karena
1tu pengangkutan melalui laut seringkali dikatakan memenuhi hajat hidup orang
banyak sebab memberikan manfaat yang besar dan murah kepada masyarakat.

Pada hakekatnya secara sempit pengangkutan laut bertujuan untuk

memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui laut dari saty tempat

ke tempat tujuan yang diinginkan dengan aman, selamat, dan utuh. Agar

pengoperasian pengangkutan melalui laut berjalan dengan baik, maka harus
diperhatikan alat-alat dan proses pengangkutan terscbut dalam keadaan baik dan

dapat melakukan pengangkutan sampai tempat tujuan dengan selamat dan tidak

mengalami kerugian.
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Dalam pelaksanaan pengangkutan suatu barang pada umumnyz &
lengkapi dengan konosemen. Konosemen merupakan suatu dokumen yang scring
dipakai dalam pengangkutan barang melalui laut. Bahkan konosemen di
kategorikan sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable bill of
lading) Definisi konosemen diatur oleh Pasal 506 KUHD yang berbunyi scbagai
berikut:

Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut

menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk

diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkanya disitu
kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat
apakah barang-barang itu akan diserahkannya.’

Melalui konosemen dapat diketahui para pihak yang terlibat dalam
perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban para pthak dalam melaksanakan
pengiriman barang melalui laut, dan tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan
apabila terjadi suatu kerugian.

Konosemen perlu dibuat tetapi bukan merupakan keharusan, sebab perjanjian
pengangkutan terbentuk dengan adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan
diri sesuai syarat Pasal 1320 KUHPdt.* Bagi pengangkut dan pengirim barang
konosemen dapat di pakai sebagai salah satu alat bukti telah terjadi perjanjian

pengangkutan. Konosemen pada umumnya memuat pelaksanaan hak dan

kewajiban para pihak yaitu pengangkut dan pengirim barang.

! Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita,
Jakarta, h.144.

2 Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, KUHPdt
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[F3]

Dalam praktek pengangkutan barasng melalur laut, banyak sekali
menanggung resiko dan bahaya yaug datangnya kadang-kadang tidak terduga.
Pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan secara aman
dan utuh, berarti pengangkut harus berusaha mencegah atau menghindari
terjadinya kerugian atas barang yang diangkut Jika pengangkut tidak
melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian pada barang, maka
pengangkut pada azasnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkanya
sedangkan pengirim dapat menggunakan konosemen sebagai dasar penuntutan
ganti rugi bagi pengirim atau penerima .

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dalam skripsi ini saya ingin mengetahut
fungsi konosemen dalam praktek pengangkutan barang melalui laut yang dipakai
oleh PT Pelayaraan Sumber Kalimas Agung Surabaya (yang selanjutnya disebut
PT PSKA Surabaya), dalam kaitannya dengan tanggung jawab PT PSKA
Surabaya bila terjadi kerugian pada barang yang diangkut. Adapun sentral
permasalah yang saya ajukan adalah:

1. Apakah tanggung jawab PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya (PT
PSKA Surabaya) terhadap kerugian yang mungkin timbul pada barang muatan
yang diangkutnya hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam konosemen
yang di buat ?

2. Hal-hal apakah yang secara hukum bisa meniadakan atau melampaui

pembatasan tanggung jawab pengangkut ?
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1.2 Perjelasan judul

Sesuai dengan judul skripsi yang saya tulis yaitu “Tanggung Jawab PT
Peiayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya Barang Melalui Laut ”, maka perlu
saya jelaskan terlebih dahulu apa maksud dari judul tersebut Tanggung jawab
berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada suatu hal yang
dapat dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan. Sedangkan arti dan pengangkutan
adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penginm, dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau
orang dari tempat yang satu ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.’ Jadi Tanggung
Jawab PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya Pada Pengangkutan
Barang Melalui Laut berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
kalau ada suatu hal vang terjadi tcrhadap pemindahan obyek angkutan yang
dilakukan oleh PT. PSKA Surabaya.

Tulisan ini merupakan hasil tinjauan secara praktek dalam rangka
pelaksanaan pemberian ganti rugi, dan menjelaskan secara nyata/riil tentang

pengangkutan barang melalui laut oleh PT. PSKA Surabaya.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Dengan melihat keadaan dalam praktek, maka terdapat adanya pembatasan

H M.N. Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3, Jakarta, 1987,
h.2
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dari tanggung jawab pengangkutan barang melalui laut pada PT Pelayaran
Sumber Kalimas Agung Surabaya (selaku pengangkut) yang secara tertulis dt
dalam konosemen yang diterbitkannya. Mengapa saya tertarik untuk meneliti
tentang Tanggung Jawab dari PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya,
karena scbagai pithak yang mempunyai peranan dalam proses pengangkutan
barang melalui laut tentu mempunyai tanggung jawab tertentu berkaitan dengan
tugasnya, bahkan diperkirakan tak jarang terjadi perselisthan pendapat antara
pengirim barang, pengangkut dalam menentukan siapa yang harus bertanggung
jawab atas terjadinya resiko rusaknya atau hilangnya barang.

Bila demikian yang terjadi scjauh mana tanggung jawab yang dimiliki oleh
pengangkut PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya. Di samping itu ada
alasan yang lain kalau terjadi kerugian terhadap barang muatan karena keadaan
yang tiba-tiba terjadinya bahaya yang datangnya kadang-kadang tidak terduga
seperti tiba—tiba datang angin, gelombang besar dan juga bertalian dengan sifat
laut yang sangat sukar untuk dapat diramalkan ataupun di hindan, dengan
perubahan musim yang tidak menentu. Alasan—alasan inilah saya tertarik untuk
memilih judul skripsi “Tanggung Jawab PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung

Surabaya Pada Pengangkutan Barang Melalw Laut™.

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
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Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu skripsi imi juga ditujukan untuk
menyumbangkan sedikit itmu pada masyarakat, pemakai jasa pengangkutan dan
penjual jasa pengangkutan melalui laut agar lebih mengetahui hak dan kewajiban

serta tanggung jawab mereka masing-masing.

1.5 Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Pada penulisan skripsi ini saya menggunakan metode yurndis yaitu
berdasarkan pada Peraturan Perundang-Perundangan khususnya Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1999 tentang Perairan,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dan Peraturan—Peraturan yang
berlaku lainnya, dan menggunakan pendekatan hukum yaitu melalul studt

lapangan dengan survey pada PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang mendukung penyusunan skripst int dari data buku-
buku atau literatur yang ada relevansinya dengan obyek penulisan, peraturan
perundang—tlndangan seperti Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang
pelayaran, atau peraturan-peraturan yang lainnya yang berada dalam ruang

lingkup hukum pengangkutan, dan penelitian lapangan dengan melthat langsung
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secara praktek penyelenggarakan pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT.

PSKA Surabaya.

¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Dalam penyusunan skripsi ini prosedur pengumpulan data dilakukan
dengan beberapa cara, vaitu dengan mencari literature yang berkaitan dengan
masalah atau relevansinya dengan judul, mengidentifikasikan peraturan-peraturan
yang berhubungan dengan materi pembahasan skripsi ini, dan mencari data
langsung ke PT PSKA Surabaya, baik dengan wawancara secara langsung dengan
staf pegawai yang relefan dengan pokok-pokok pembahasan dalam skripst ini.

Data yang diperoleh kemudian dikelompokan menjadi beberapa kelompok
berdasarkan kategori tertentu dan disususn secara berurutan, disesuaikan dengan

pokok masalah yang akan di bahas dalam bab-bab maupun sub-sub bab yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum
Dari data yang telah terkumpul, dianalis secara disknptif dengan
menguraikan permasalahan, mengemukaan pandangan, dan memecahkan

permasalahan dan data yang diperoleh.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman yang jelas dari isi secara keseluruhan,

maka saya menggunakan sistematika pembahasan skripsi ini terdini dari beberapa
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bab dan dibagi lagi menjadi beberapa subbab, adapun urut-urutan bab tersebut
adalah sebagai berikut :

Bab 1, dalam bab ini merupakan pendahuluan yang mengungkap latar
belakang dan permasalahan yang akan saya bahas dalam sknipsi ini masih secara
paris besar dan belum dibahas secara terperingi, selatn itu juga di uraian mengenai
alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, mctodologi, dan peitanggung jawaban
sistematika. Maksud dari uraian—uraian di atas merupakan gambaran yang
memberikan arah jalannya pemikiran saya sebagal penulisan skripsi mengenai
masalah-masalah vang akan dihahas saya letakkan pada bab pendahutuan.

Bab 1I, di dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang manfaat
konosemen dalam pengangkutan barang melalui laut, dan pembahasannya dibag:
dalam beberapa yaitu: Pengertian umum konosemen, konosemen sebagai tanda
terima barang, sifat perjanjian pengangkutan barang melalui barang, hak-
kewajiban pengangkut dan pihak pengirim barang Pembahasan yang terdapat
dalam bab II beserta uraiannya merupakan hal yang terpenting karena mempunyai
hubungan dengan pembahasan pada bab berikutnya.

Bab {11, di dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab
PT. PSKA Surabaya. Pembahasannya dibagi dalam beberapa yaitu: prosedur
pembuatan konosemen olch PT. PSKA Surabaya, tanggung jawab pihak
pengangkut, pembatasan dan pembebasan tanggung jawab, peranan asuransi pada
klaim tuntutan ganti rugi. Adanya perjanjian pengangkutan, maka pengangkutan

dapat terselenggara dengan lancar, aman dan utuh sampai tempat tujuan, dengan
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demikian masatah tersebut saya tempatkan pada Bab Il
Dan sebagai penutup adalah bab IV, di dalam bab ini akan ditarik kesimpulan
vang diperoleh dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan dikemukakan

pula beberapa saran sebagai pelengkap.
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BAB 11

MANFAAT KONOSEMEN DALAM
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
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BAB I
MANFAAT KONOSEMEN DALAM PENGANGKUTAN

BARANG MELALUI LAUT

1. Pengertian Umum Konosemen

Konosemen merupakan perjanjian tertulis yang di buat oleh pengangkut
(carrier) untuk pengirim barang (shipper) yang berisi pernyataan bahwa barang-
barang tersebut telah diterima dan disetujui pengangkut untuk di angkut ke
pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima barang (consignee), sedangkan
untuk petjanjian vang tidak tertulis, yaitu dengan hanya dengan kata sepakat saja
sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian.

Konosemen juga dikatakan sebagai perjanjian pengangkutan yang bersifat
sepihak (eenzijdige overeenkomst)’, mengigat bahwa konosemen di keluarkan
oleh pengangkut dimana masing-masing persyaratan setiap pengangkut
mencantumkan persyaratan pengangkutan yang berbeda antara satu pengangkut
dengan pengangkut yang lain.

Dalam praktek pengangkutan barang melalui laut, pengangkut
mengeluarkan konosemen asli dan tembusan. Lembaran konosemen asli dapat
diperjual belikan, oleh karena itu konosemen masuk kategori surat berharga (pada

Pasal 507 KUHD) Namun secara khusus yang diperdagangkan dalam konosemen

* A Carel Lawalata, Herman, Konosemen dan Forwading Agency, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
h. 2
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adalah barang-barang yang tercatat di dalam konoseme:s, vang berada dalam
pengawasan pengangkutan.

Setelah menerima konosemen, pengirim barang akan memernksa dan
meneliti, tetapi tidak ikut menanda-tangani konosemen terscbut, sehingga secara
yuridis dapat di asumsikan bahwa yang tidak nyata-nyata menyatakan menolak
telah pengirim menerima tanpa ada rasa keberatan atas isi dari persyaratan-
persyaratan yang ada dalam konosemen, oleh karena itu dalam kondisi seperti
dikatakan bahwa konosemen merupakan persetujuan yang bersifat sepihak.’ Hal
ini selanjutnya akan di bahas pada halaman berikut dalam bab ini.

Konosemen sangat periu dibuat, mengingat bahwa barang-barang yang
diangkut dengan mengunakan kapal laut mempunyat nilai yang tidak kecil. Selain
itu bila terjadi kerugian terhadap barang muatan baik sebagaian maupun
seluruhnya, dengan adanya konosemen pihak pengirim dapat menggunakan
konosemen ftersebut sebagai dasar penuntutan ganti rugi, sebab melalui
konosemen dapat di ketahui :

1. Persoon yang ikut serta dalam pengusahaan angkutan barang (Nakoda
atau pengusaha pelayaran),

Syarat -syarat yang disodorkan pengangkutan kepada pengirim,
Merek dan jenis barang, jumlah dan berat barang:

Syarat penyerahan barang dan pembayaran sewa (freight charter hire);
Nama pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.®

VIR

PT. PSKA Surabaya dalam kedudukannya sebagai pengangkut menerbitkan
konosemen untuk pengirim. Dalam konosemen yang di buat PT. PSKA Surabaya
terdapat batasan-batasan tanggung jawab bahwa * apabila terjadi sesuatu kerugian

di atas kapal oleh karena barang rusak dan scbagainya, maka pihak pengangkut

3 Ibid, k.2
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hanya dapat membayar panti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali uwang tambang
berdasarkan konosemen yaag di buat pada saat pernbe:rangkatan.7

Apabila pengirim barang tidak menyetujui atas isi konosemen tersebut maka
tidak ada pilihan yang lain selain mencan pengangkut lain, sebaliknya bila
pengirim setuju atas isi konosemen yang di buat PT. PSKA Surabaya, maka
pihak pengirim harus mematuhi setiap persyaratan yang ada dalam konosemen.

Adanya perjanjian sepihak ini bukanlah berarti bahwa pihak pengangkut
akan bertindak sesuka hati dalam melaksanakan kewajibannya melainkan
perusahaan pengangkutan ini akan tunduk pada peraturan—peraturan yang
dibuatnya sendiri yang ada dalam konosemen dan tunduk pula pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sesungguhnya PT. PSKA Surabaya sebagai
pengangkut tidak bebas dalam mengadakan perjanjian peng;mgkutan, artinya
bahwa PT. PSKA Surabaya akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang
timbul sampai pada jumlah tertentu dikarenakan adanya kemungkinan resiko laut
yang harus dipikul atau dibebankan pada pengangkut.

PT. PSKA Surabaya berwenang untuk mengadakan perjanjian yang
menyatakan tidak bertanggung jawab atas barang yang akan diangkut, kecuali
sebelum terjadinya pengangkutan pihak pengirim barang membertahukan tentang
sifat barang tersebut pada PT. PSKA Surabaya.

Hal-hal yang ada dalam konosemen dapat di katakan sebagai pembatas

tanggung jawab pengangkut atas barang-barang muatannya.

® Catatan Perkuliahan hukum pengangkutan, Tanggal 20 September 2002.
7 Bukti konosemen PT PSKA Surabaya terlampir.
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Dalam teori pembatasan tanggung jawab sebenamya adalah :rupakan
refleksi azas limitation of liability yang sering di gunakan dalam pengangkutan
udara. Dalam mencegah kerusakan barang angkutan di laut, maka pengangkut
harus berusaha untuk menghadapi kemungkinan tersebut semaksimal mungkin
untuk menghadapi peristiwa yang melanda muatan dan kapal lautnya. Dalam
membuat konosemen angkutan laut, pengangkut harus memperhatikan keadaan
kapal (baik kondisi dan keadaan kapalnya), dapat atau tidaknya kapal tersebut
untuk menjalankan pengangkutan, dan juga harus memperhatikan jenis muatan
apa saja yang dapat untuk diangkutnya.

Dalam konosemen yang dibuat oleh PT. PSKA Surabaya mencantumkan
beberapa hal di bawah ini :

a. Ketentuan—ketentuan umum
Ketentuan umum ini dimaksudkan suatu persyaratan yang bersifat tetap
yang diberikan kepada pengirim barang mengenai
¢ Trayek/daerah operasi pelayaran
Mengenat trayek pengangkutan/daerah operasi pengangkutan,
meliputi trayek perjalanan pelabuhan mana saja yang akan disinggatu atau
pelabuhan mana saja yang akan menjadi tujuan. Dalam konosemen,
nengangkut wenyatakan mengikat diri dalam persetujuan untuk melakukan
pengangkutan sampai tempat tujuan, dan dalam melakukan pengangkutan
PT. PSKA Surabaya harus berusaha untuk memberikan pelayanan (servis)
yang baik sesuai dengan yang diberitakan dalam iklan.

e Basic of contract
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konosemen akan tundu | - ada semua undang—undang Internasional
yaitu Hague Rules yang diccuzkan di Brussel Tanggal 25 met 1942
Dengan jelaslah adanya suatu comtract of affreightment (kontrak
pengangkutan).8
Clause Cassatoria dan Paramount Clause

Dalam clause cassatoria yang dicantumkan didalam konosemen
adalah mengenai asli foriginal) konosemen. Konosemen asli adalah
konosemen yang di tanda tangani oleh pihak pengangkut (nahkoda atau
agen pengangkut), sedangkan untuk copian dan konosemen tidak ditanda
tanggani. Konosemen merupakan perjanjian wunilateral di karenakan
pengangkut yang menentukan syarat-syarat — perjanjian di  dalam
konosemen, tentunya ada pembatasan wewecnang agar tidak bertindak
sewenang-wenang. Syarat-syarat perjanjian tersebut mengikat para pihak
(pengirim barang, pengangkut, pencrima barang) karena di dalam
konosemen tercantum clause cassatoria yang bunyinya sebagai berikut:

Dengan menerima konosemen ini, si penginm dan si penenima barang
menyatakan tunduk kepada syarat-syarat, pengecualian dan ketentuan—
ketentuan yang di tulis, dan dicetak atau dicap di halaman muka atau
halaman belakang konosemen.”

Pembatasan wewenang tersebut berupa peraturan pemernintah dari
negara vang bersangkutan vang harus di cantumkan di dalam konosemen

(yang disebut paramount clause). Syarat utama dani paramount clause

SKRIPSI

® A. Carel Lawalata, op.cit, h. 36
° Ibid, h.2
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bahwa konosemen itu berlaku hukum negara, di mana kapal tersebut di
daftarkan. Ketentuan—ketentuan yang dicantumkan oleh pengangkut di
dalam konosemen tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, misalnya
untuk Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Kitab Undang-undangan
Hukum Dagang (KUHD).

Pengantian alat pelayaran

Pengangkut berhak mengantikan alat pengankutan untuk meneruskan

angkutan barang-barang sampai pada pelabuhan tujuan, hal tersebut

dilakukan apabila:

% Keadaan/kondisi kapal yang tidak dapat untuk meneruskan pengangkuatn
akibat mengalami kerusakan pada mesin

% Dalam keadaan bahaya, yang diakibatkan oleh cuaca/keadaan laut yang
tidak menentu

% Letak pelabuhan yang dituju berada dihulu sungai/didaerah perairan
perdalaman yang dangkal.

Biaya transhipment ini dilakukan atas biaya darn penginim barang
(shipper). lika barang wmengalami kerusakan setelah barang tiba di
pelabuhan tujuan, maka dalam hal tersebut yang bertanggung jawab atas
resiko adalah pengangkut (carrier), dan jika biaya uang tambang dan

muatan pindahan tersebut telah dibayar oleh pengirim barang {shipper).

e Pengajuan tuntutan ganti rugi

Mengenai terjadinya kecelakaan di laut yang menimbulkan kerugian,
maka di dalam konosemen yang dibuat oleh PT. Peclayaran Sumber Kalimas

Agung Surabaya telah menjelaskan bahwa untuk pengajuan tuntutan ganti
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rugi dalam waktu 2 X 24 jam (dua hari) sesudah hari pembongkaran kapal
yang terakhir, dan apabila melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan
tersebut, maka tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.

Cargo (muatan)

Cargo atau barang dilihat dari muatan angkutan mengunakan kapal laut
terdiri dari berbagal macam dan jenis, misalnya: binatang atau hewan dan PT.
Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya sebagai pengangkut (carrier) hanya
menyediakan fasilitas ruangan dan air minum untuk hewan, untuk keselamatan
hewan sampai dengan penyerahan di tempat tujuan yang di lakukan oleh
pengangkut bukan merupakan beban PT. Pelayaran Sumber Kalimas Agung
Surabaya yang sebagai pengangkut (carriery melainkan beban dari pengirim
baranng (shipper). Pada saat ini PT. PSKA Surabaya tidak melakukan
pengangkutan binatang/hewan disebabkan trayek perjalanan sudah berubah.

Secara fisik, muatan angkutan kapal laut dapat dibagi dalam beberapa
golongan yaitu sebagai berikut:

o Mutan biasa, misalya: tekstil, kawat bendrat, seng gelombang, drum lem,
pipa pve, kayu jati, paving batu, besi, drum karbit, drum aspal, pintu best,
mebel, pondasi/ body tract, gergaji, brankas, meja.

0 Muatan berbahaya
Barang-barang yang mudah terbakar, meletus, berbahaya, atau barang
yang dapat membahayakan muatan yang lain. Disini pengirim
berkewajiban untuk memberikan keterangan yang benar/sesuai, dan
lengkap dengan sifat barangnya. Dan jika penginm barang tidak

memberikan keterangan mengenai sifat barang tersebut, maka yang
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bertanggung jawab atas kerusakan yang disebioblsn wusian berbahaya
tersebut adalah pengirim barang, misalnya : carbide. Wwas/apont. HCL.
Muatan cair (Liquid cargo),misalnya: minyak goreng.
Muatan berharga

Muatan yang berupa harta benda yang berharga, misalnya: mobil,
mesin, sepeda motor, variasi mobil, emas, perak, permata-permata,
mutiara, lukisan-lukisan, dan lain- lain.
Muatan khusus

misalnya: tembakau, makanan ternak, kacang, bawang putih, bawang

merah, beras, gula, tepung, jagung, kedelai, telur, rokok, kentang,
kerupuk, gula merah, garam, suhun, kacang merah, kacang o, mie,
bawang bombay, lombok kering, obat-obatan, ikan kering, beras ketan,
asam, snack, kertas.
Muatan curah

Untuk PT Pelayaran Sumber Kalimas Agung Surabaya, mengenat
muatan yang banyak digunakan yaitu: muatan berharga misalnya mobil,
mesin, sepeda montor, variasi mobil. Dan jenis muatan khusus misalnya
terabakau, kacang, kerupuk, kentang, bawang putih, bawang merah,
bawang Bombay, kedelat, beras, gula, jagung telur, makanan ternak,
kertas, plastik. Dan jenis muatan biasa misalnya kayu jati, besi, pipa pvc,

mebel, drum.
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Tanggung Jawab Pengangiut

Tanggung jawab pengangkut yang berkenaan dengan perjanjian yang
dibuatnya dalam kontrak pengangkuian (confract of affreightment) di
konosemen. Pengangkut bertanggung jawab terhadap barang-barang yang
diangkutnya yang dimulai dari pemuatan sampal pemindahan barang di tempat
tujuan dan berusaha untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan terhadap
barang—barang vang diangkutnya.

Pembatasan tanggung jawab menurut Pasal 4702-524 KUHD
menyebutkan bahwa adanya pembatasan tanggung jawab dan tidak sekali-kali
membebaskan pengangkut dan beban pembuktian, untuk membuktikan bahwa
ia telah cukup usaha mengadakan pemeliharaan kapalnya layak laut dengan

segala perlrf:ngkapannya.lo

. Freight Earnings ( pemasukan uang tambang).

Uang tambang bagi pengangkut (PT. PSKA Surabaya) merupakan hal
vang sangat penting dikarenakan secara tidak langsung PT Pelayaran Sumber
Kalimas Agung Surabaya mengadakan service yang tepat schingga
mempunyai relasi yang banyak dan tetap. Mengenai uang tambang yang telah
disetujui oleh pihak pengirim barang (shipper) dengan pengangkut (carrier)
vang tertera dalam konosemen sangat penting demi untuk kelangsungan
perusahaan pengangkutan untuk memproduksi pelayanan jasa pengangkutan

barang.

SKRIPSI

0 Adriyani, Wuri, Hand out Hukum Pengangkutan Laut, 1999,h.5
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2. Konosemen sebagai tanda terima barang

Sebagaimana yang telah ketahui dan pembahasan yang secbelumnya
mengenai pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut, bahwa dalam
konosemen telah dijelaskan mengenai jumlah barang-barang yang akan diangkut
di dalam kapal dalam jumiah koli, kualitat dari barang tersebut, berat barang yang
sesuai berdasarkan data—data yang mengenai barang-barang yang akan dikirim.

Dilihat dari prosedur pembuatan konosemen, konosemen dibuat berdasarkan
resi mualim tersebut merupakan suatu tanda terima barang yang ada di atas kapal,
yang di tanda tangani oleh nakodah kapal, yang secara otomatis merupakan surat
terima di atas kapal .

Konosemen merupakan bukti tanda tenma barang-barang muatan vang
diberikan oleh pengangkut, dan dapat kita jumpai pada Pasal 506 avat 1 Kitab
Undang--Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyt sebagai berikut;

Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut
menerangkan, bahwa 1a telah menerima barang-barang tersebut untuk
diangkutnya ke suatu tempat tuyuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada
seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-
barang itu akan diserahkannya "'

Dalam Pasal 506 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

(13

yang dimana di pasal tersebut dituliskan dengan kata st pengangkut
menerangkan, bahwa ia telah menenma barang-barang tersebut untuk

diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu”, dan di terangkan juga bahwa

konosemen merupakan sebagai tanda terima barang yang telah dimuat diatas
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konosemen merupakan sebagai tanda tertma barang
kapal yang terperinci dan sesuai dengan jumlah koh
macam pembungkus, sesuai dengan merk, dan nomor muz

Di dalam pengisian konosemen harus ada pendata "
barang yang akan diangkut dan dilakukan pencatatan yang se_ .a-terperinci untuk
mencegah terjadinya kekurangan, kehilangan dan kerusakan barang pada waktu
penyerahan barang. Di halaman belakang konosemen yang berisikan syarat-syarat
mengenai hak dan kewajiban atau tanggung jawab pengangkut. Di dalam
konosemen tersebut adanya pembatasan—pembatasan yang jelas mengenal siapa
yang akan bertanggung jawab atas kerugian, kehilangan dan atau kerusakan
barang-barang yang diangkutnya.

Pengirim/penerima barang dapat mengajukan tuntutan ganti tugi apabila
barang vang diangkut berbeda dengan keadaan barang atau jumlah semula pada
waktu barang belum diangkut/tidak sesuai dengan data yang dimuat dalam
konosemen. Pengajuan tuntutan ganti rugi harus ditujukan di pelabuban tujuan
yang terakhir, yaitu tempat dimana penerima barang menerima  barang
angkutannya, di karenakan seluruh konosemen yang di gunakan untuk proses
penyelesaian sengketa atau pengajuan tuntutan ganti rugi berada di pelabuhan
tujuan.

Sebab-sebab terjadinya kekurangan, kerusakan, kehilangan barang angkutan
dapat menjadi dasar untuk pengajuan tuntutan ganti rugi, sebagian berakibat
adanya kelalaian atau ketidak waspadaan nahkoda kapal atau anak buah kapal

dalam hal pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran barang di atas kapal. Dan
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apabila terjadinya kekurangan, kerusakan, kehilangan barang tersebut di sebabkan
kelalaian nahkoda atau anak buah kapal, maka yang akan menganti kerugian
tersebut adalah pihak pengangkut (carrier).

Tuntutan ganti rugi atas kekurangan, kerusakan, kehilangan barang, yang
dimintakan kepada PT. PSKA Surabaya untuk mengantikan barang vyang
kekurangan, kerusakan, dan kehilangan sesuai dengan yang tertera di dalam
konosemen. Seperti di dalam konosemen PT. Pelayaran Sumber Kalimas Agung
Surabaya yang terdapat pada Pasal 5 dalam peraturan pengangkutan barang-
barang muatan yaitu berbunyi sebagai berikut

“ Apabila terjadi sesuatu kerugian di atas kapal oleh karena barang rusak

dan sebagainya. Maka pihak nahkoda atau pengangkut/pelayaran hanya
dapat membayar ganti rugi sebesar 10 x (sepuluh kali) uang tambang
berdasarkan konosemen yang dibuat pada saat pemberangkatan kapal
tersebut, Sedangkan barang rusak yang telah digantt menjadi hak
pengangkut
Setelah tuntutan ganti rugi diajukan/dimohonkan, maka tuntutan ganti rugi di
sclesaikan berdasarkan konosemen. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh
penerima barang disetujui atau di tolak, tergantung dari sebab-sebab yang
menimbulkan kekurangan, kerusakan atas barang-barang.

Dad sebab-sebab tersebut dapat disimpulkan apakah pengangkut
bertanggung jawab atau tidak atas kekurangan atau kerusakan barang tersebut.
Ada beberapa dasar penolakan tuntutan ganti rugi
 Kejadian yang tidak dapat diatasi

Pada konosemen telah terdapat syarat yang menentukan bahwa pengangkut

tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan barang akibat suatu

kejadian yang tidak mungkin dapat dicegah oleh pengangkut seperti yang tertera
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di dalam konosemen PT. PSKA Surabaya yang terdapat pada Pasal 11 yang
berbunyi sebagai berikut yaitu “segala kerugian yang timbul oleh karena situasi
alam/kecelakaan di laut atau di sungai, adalah diluar tanggung jawab nahkoda atau
pengangkut atau pelayaran, kecuali kerugian yang timbul di karenakan kesalahan
nahkoda dan ABK, maka perhitungan ganti ruginya sesuai dengan Pasal 5, yaitu
hanya dapat dibayar sebesar 10 x (sepuluh kali) dart uang tambang sesuat dengan

konosemen yang dibuat pada saat itu.

s Merek, nomor, dan alamat kurang yang salah atau kurang jelas

Kekurangan, kehilangan, dan kerusakan barang-barang yang diakibatkan
oleh kesalahan pengirim barang (shipper) dalam kurang teliti/kurang jelas dalam
memberikan merek, nomor, dan alamat pada pembungkus/pengemasan bukan
merupakan tanggung jawab PT. PSKA Surabaya, misalnya barang yang akan
diangkut tersebut tidak jelas dalam pemberian merek, nomor, alamat, tanda-tanda
perlindungan dan peringatan yang menjadi petunjuk bagi pengangkut untuk
memperlakukan barang tersebut sebagaimana layaknya menjaga keselamatan
barang dan keutuhannya. Pengirim barang yang membuat tanda—tanda dalam
pembungkus/pengemasan. Jadi yang bertanggung jawab atas kehilangan,
kekurangan barang adalah penginim barang sendin, yang disebabkan oleh
kesalahan dalam pembuatan tanda-tanda pada pembungkus/pengemas barang.
o Pengemasan yang lemah dan keausan pengemas yang wajar

Kekurangan/kerusakan pada barang yang diakibatkan oleh pengemas atau
pembungkus yang tidak cukup kuat atau pembukus tersebut tidak cocok untuk

jettis barany yauy demikian dan akibai dari kedusan pengemas yang wajar tidak
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menjadi tanggung jawab PT. PSKA Surabaya, dan yang bertanggung jawab atas
pengemasan yang lemah dan keausan yang wajar yaitu pengirim barang (shipper)
disecbabkan yang membuat/mengemas tersebut adalah penginm barang. "
Mengenai ganti rugi yang diakibatkan kekurangan, kerusakan, kehilangan barang
diberikan hanya 10 x (sepuluh kali) dari uang tambang saja sesuai dengan
klausula yang ada di dalam konosemen PT. Pelayaran Sumber Kalimas Agung
Surabaya, dan tidak berdasarkan pada harga barang yang rusak dan hilang, ini
merupakan adanya pembatasan tanggung jawab dari pengangkut PT. PSKA

Surabaya.

3. Sifat Perjanjian Pengangkutan Barang melalui laut
Dalam melaksanakan pengangkutan barang melalui laut didasarkan pada

perjanjian antar para pihak, yaitu pihak PT. Pelayaran Sumber Kalimas Agung
Surabaya (sebagai pengangkut) dengan pihak pengirim barang Supaya adanya
pembatasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka perjanjian
yang dibuat tersebut harus sah. Perjanjian dinyatakan sah menurut Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) adanya 4 syarat yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan din

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai suatu hal tertentu

PJ

4. Suatu sebab yang halal
Kedua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena kedua syarat

tersebut mengenai subyek atau orang-orang yang mengadakan perjanjian. Dandua

"2 purba, Radiks., op.cit.,h.206
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syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian yang
dibuatnya.

Dalam mengadakan perjanjian pengangkutan saja sudah dapat dikatakan
sah, walaupun hanya cukup dengan kata sepakat diantara para pihak. Dengan
adanya kata sepakat tersebut, maka pada saat itu timbul adanya hak dan kewajiban
pada masing-masing pihak secara timbal balik. Menurut Prof. Soekardono, S.H
memberikan definisi perjanjian pengangkutan adalah sebagai berikut:

Perjanjian timbal balik (wederkering), yang mana kedua belah pihak harus
menempati isi perjanjian yang mercka adakan. Di dalam perjanjian tersebut Pihak
pengangkut mengikat diri untuk menyelengarakan pengangkutan barang/orang
sampai pada tempat tujuan dan pihak pengirim barang berkeharusan untuk
membayar biaya pengangkutan dimuka. I

Definisi perjanjian pengangkutan menurut pendapat Prof. R Soekardono
dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasamnya perjanjian pengangkutan
merupakan perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan penginm
barang sehinga menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Dalam praktek perjanjian pengangkutan barang melalui laut di PT Pelayaran
Sumber Kalimas Agung yang disebut sebagai pengangkut, tidak terdapat
ketentuan khusus yang mengaturnya. Ketentuan vang berlaku di dalam petjan_jian
pengangkutan tersebut ditentukan oleh pihak pengangkut, sesuai yang tertera di

balik konosemen.

1 Soekardono, R, Hukum Dagang Indoaesia, Jilid [, Dian Rakyat, 1993, h.116
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Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan barang, terdiri dari
beberapa pihak vyaitu:
a. Pihak pengangkut:

Pengertian pengangkut menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang
{(KUHD) di dalam bab VA Pasal 466 vaitu:

Pengangkut adalah barang siapa vang, baik dengan persetujuan carter
menurut-waktu atau carfer, menurut-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan
lain, mengikutkan dirn untuk menyelengarakan pengangkutan barang, yang
seluruhnya atau sebagian melalui lautan. '

Jadi yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah
suatu perusahaan pelayaran yang mengikatkan dirinya untuk dapat
menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut dengan berdasarkan pada
perjanjian.

b. Pihak pengirim barang:

Pegirim barang adalah bukan pemilik barang, sebab pada kenyataannya
pemslik barang tersebut menyerahkan barang-barangnya kepada ekspeditur. Jadi
yang dimaksud ekspedutur dalam Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD) adalah: Orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada
orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan
lainnya, melalui daratan atau perairan.”

Dalam pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspeditur

dikarenakan pemilik barang tidak mengetahui pengangkutan terutama dalam

' Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, op.cit, h.134
** Ibid, h.23
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memilih perusahaan pengangkutan yang bondfide dan memilih pengangkutan
vang murah, aman, utuh sampai tempat tujuan.
c. Pihak penerima barang

Penerima barang adalah mereka yang namanya tercatat di dalam
konosemen, dan kepada siapa barang tersebut harus diserahkan oleh pengangkut.
Penenma barang merupakan pihak ketiga yang menerima penyerahan barang dari
pengangkut di tempat tujuan, dan penerima barang juga discbut sebagai pemilik
barang. Dalam penyerahan barang, pihak pengangkut dan penerima barang
mengadakan pemenksaan secara bersama-sama terhadap barang tersebut, untuk
memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan yang tercatat didalam
konosemen. misalnya mengenai jumlah fvolume) serta mengenai keadaan barang
tersebut sesuai dengan pada saat barang itu diserahkan.

Dalam praktek pengangkutan barang melalw laut, maka PT. Pelayaran
Sumber Kalimas Agung Surabava dalam pembuatan perjanjian pengangkutan
dengan penginm barang meliputi adanya kata sepakat dalam pengangkutan
barang, biaya pengangkutan barang, pembayaran uang tambang (vracht), dan
membayar ongkos-ongkos kapal apabila barang-barang tidak dapat dibongkar atau
diterima dipelabuhan tempat barang itu menurut alamat harus diturunkan oleh
karena penerima barang tidak dikenal di tempat tersebut.

Pembuatan perjanjian pengangkutan barang dengan PT Pelayaran Sumber
Kalimas Agung Surabaya dapat menghubungi dengan cara via telepon atau
dengan datang langsung ke perusahaan pelayaran, dan untuk menentukan

perjanjian pemuatan barang-barang dari penginim barang sampai tempat tujuan
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juga diadakan kesepakatan. Di dalam konosemen tercantum isi ketentuan

peraturan pengangkutan barang-barang muatan secara keseiuruhan

4. Hak-kewajiban Pengangkut dan Pengirim Barang
Pengangkutan barang melalui laut secara umum diatur dalam bab V A
KUHD, buku kedua tentang pengangkutan barang. Dalam praktek hak dan
kewajiban para pihak dalam setiap pengangkutan berbeda, meskipun pada
dasarnya hampir sama. Dalam bab ini akan membahas hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian pengangkutan secara garis besarnya saja.

= Kewajiban pengangkut

1. Menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan
dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan yang diperjanjikan
sebelumnya.

2. Kapal yang digunakan harus layak laut, Maksudnya kondisi kapal
harus memenuhi segala persyaratan untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang melalui laut secara baik.

3. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang-barang yang akan
diangkutnya, mulai di terimanya hingga saat diserahkannya, seperti
yang tercantum dalam Pasal 468 ayat | KUHD."

4. Pengangkut berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang di

karenakan kerusakan pada barang yang diangkutnya, kecuali apabila

dapat dibuktikan bahwa tidak dapat diserahkannya barang tersebut di

1 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Barang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,

h.120
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BAB III

TANGGUNG JAWAB PT. PSKA SURABAYA
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BAB 11l

TANGGUNG JAWAB PT. PSKA SURABAYA

1. Prosedur Pembuatan Konosemen pada PT. PSKA Surabaya

Prosedur dalam penerimaan muatan dan pengisian konosemen, vaitu yang
pertama pengirim barang yang hendak mengirimkan barang melalui PT. PSKA
Surabaya terlebih dahulu mendatang: pengangkut tersebut untuk menanyakan
mengenai informasi tentang jadwal keberangktan dan apabila jurusan yang
ditempu telah sesuai dengan pejalanan kapal milik PT. PSKA Surabaya, maka
pengirim segera untuk mempersiapkan barang-barang yang akan diangkut
tersebut dengan dimulai dengan pengemasan/pengepakan barang yang akan
diangkut oleh kapal merupakan tugas dan tanggung jawab pengirim barang.

Kedatangan kapal laut dan trayck mana saja vang akan dilalut oleh PT.
PSKA Surabaya. Dalam hal ini pengirim barang yang memerlukan ruang kapal
untuk dapat memindahkan barang-barang dari suatu tempat ketempat tujuan,
maka terlebih dahulu pengirim barang mengadakan perjanjian atau kontrak
terlebih dahulu dengan pihak pengangkut yaitu PT. PSKA Surahaya secara
tertulis.

Pengirim akan mendapatkan informasi mengenai tanggal pemberangkatan
kapal yang akan diumumkan baik suatu pelabuhan tertentu atau beberapa
pelabuhan, atau pengangkut sendiri yang mengumumkan jadwal pelayaran kapal-
kapalnya di PT. PSKA Surabaya itu sendiri, untuk pengirim barang apabila
jurusan yang ditempu telah sesuai dengan perjalanan kapal milik PT. PSKA

Surabaya, maka pengirim segera untuk mempersiapkan barang-barang yang akan
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diangkut tersebut dengan dimulai dengan pengemasan/pengepakan barang yang
akan diangkut oleh kapal merupakan tugas dan tanggung jawab pengirim barang.
Kerusakar barang vang dikemas tidak menjadi tanggung jawab
pengangkut jika kerusakan tersebut yang diakibatkan oleh kesalahan pada saat
pengemasan. Cara pengemasan barang harus disesuaikan dengan sifat-sifat
barang yang akan dikemas, dikarenakan ada jenis barang yang mempunyai sifat
vang dapat merusak jenis barang tain atau dirusak barang yang lain (sifat infern)
seperti kacang tanah yang dikemas dengan kantung kertas yang lama kelamaan
kantung kertas tertsebut akan basah dan mudah sobek, yang akibatnya kacang
tersebut yang dikemas menjadi tumpah. Dalam pengemasan barang diperlukan
untuk memberikan tanda scbagai pembeda seperti: mama orang yang atau
perusahaan yang akan dituju, alamat, atau merk pada masing- masing barang, dan
setelah selesai maka pihak pengirim harus juga mempersiapkan dokumen-
dokumen yang diperlukan untuk segera mengurusnya pada PT. PSKA Surabaya
sepetti daftar pengemasan, kewmudian pengirim membukukan barang-barang
tersebut pada pengangkut, dan setelah 1tu pengirima barang menerima dokumen—
dokumen izin pengapalan, surat mualim, resu gudang, dan konosemen."”
Semua formulir yang disediakan oleh PT Pelayaran Sumber kalimas
Agung Surabaya sebagai pengangkut akan di isi oleh pengangkut barang dan
kemudian diserahkan kepada bagian muatan keluar untuk dicocokkan dengan apa
yang tercantum di dalam konosemen untuk memperhitungkan jumlah uang

tambang yang harus dibayar oleh pengirim barang di dasarkan atas pemadatan

17 \Wawancara dengan staf bagian gudang PT PSKA Surabaya Tanggal 8 Mei 2003
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barang-barang di dalam ruangan kapal laut dan juga di dasarkan atas harga/nilai
barang yang akan diangkutnya, dan untuk uang tambang berdasarkan pada rute
pelayaran tersebut ditentukan oleh pengangkut sesuai dengan situasi persaingan
dan harga barang-barang,

Sedangkan untuk resu gudang di kembalikan kepada penginm barang
setelah dicatat oleh seksi izin pengapalaan dari PT. Pelayaran Sumber Kalimas
Agung Surabaya, setetah terpenuhi proses tersebut maka pengangkut menunjukan
tempat letak gudang, maka pengangkut melakukan pengangkutan terhadap
barang-barang yang telah disiapkan untuk diangkut dan diserahkan pada kepala
gudang, apabila barang-barang yang diserahkan ke kepala gudang telah sesuai
dengan dengan apa vang tercatat di dalam pada resu gudang, maka kepala gudang
langsung menanda tanggani resu gudang tersebut.

Apabila tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam resu gudang tersebut,
maka kepala gudang akan membuatkan data yang menerangkan bahwa ada
perbedaan seperti yang tercatat dalam dalam resu gudang dan keterangan tersebut
disisipkan menjadi satu dengan resu gudang, dan ditanda tanggani oleh kepala
gudang. Kepala gudang menyerahkan resu gudang yang asli kepada penginim
barang yang asli dan oleh pengirim barang diserahkan kepada bagian muatan yang
keluar. Sedangkan untuk peruatan vang secara langsung, maka barang yang akan
dikirim tidak perlu untuk masuk ke dalam gudang melainkan langsung masuk ke
dalam kapal.

Konosemen dibuat dan isi oleh bagian muatan keluar, yang merupakan

konosemen yang di keluarkan oleh pengangkut untuk barang-barang yang telah
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diterima oleh pengangkut. Setelah melalui prosedur yang sesuui, maka tinggal
menunggu tanggal pemuatan barang ke dalam kapal laut, scielah tanggal
pemuatan barang ke kapal laut telah tiba, maka pengangkut segera melakukan
pengangkutan barang dan gudang ke pelabuhan wmuat barang dengan
menggunakan kapal laut. Sebelum diadakan pengangkutan barang dari gudang ke
pelabuhan muat barang, pemilik barang harus menyelesaikan dulu mengenai
pembayaran keseluruhan mengenat biaya sewa gudang, uang dermaga, ongkos
buruh pada saat memuat barang ke dalam kapal laut.

Mengenai pembayaran ongkos pengangkutan pada PT. Pelayaran Sumber
Kalimas Agung Surabaya ini selalu dilakukan di muka, baik uang untuk
pengangkutan sampai pada tujuan ( uang tambang ) akan di bayar sesuai dengan
yang ada dalam konosemen, dan harus dibayar di muka Hal ini dilakukan untuk
menghindari atau menanggulangi banyaknya tagihan dari ongkos pengangkutan,
dan efisiensinya dalam menjalankan pengangkutan yang sesuai dan dikehendaki
baik oleh pengangkut barang maupun pengirim barang. 8

Setelah barang—barang telah termuat dalam kapal, maka pengangkut
mengeluarkan konosemen yang merupakan sebagai tanda bukti bahwa barang-
barang telah termuat dalam ke dalam kapal dan yang dijadikan dasar dan
pengisian konosemen yaitu mengenahi jenis, macam jumlah dan ukuran koli
barang dan lain— lain. Setelah itu konosemen tersebut harus segera dikirim kepada

penerima barang di pelabuhan yang dituju, agar konosemen yang dikirim lebih

¥ Wawancara dengan staf bagian Ekspedisi Muatan pada PT PSKA Tanggal 8 Mei 2003
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cepat tibanya ke penerina barang yang nla di pelabuhan tujuan dibandingkan

dengan kedatangan kapal yang mengangkut barang.

2. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi disini adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh
pengirim barang kepada pengangkut, disebabkan adanya kekurangan atau
kerusakan barang muatan yang terjadi sclama proses pengangkutan dart pelabuhan
asal ke pelabuhan tujuan. Tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada pengangkut,
walaupun kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan bongkar muat
barang. Hal ini terjadi karena pengangkut yang memiliki hubungan hukum dengan
pengirim barang.

Dalam tuntutan ganti rugi terdapat dua jenis tuntutan ganti rugi yang biasa
di pakai sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi yaitu:

1. Tuntutan ganti tugi atas kerusakan, adalah tuntutan ganti rugi yang
mendasarkan atas terjadinya kerusakan barang muatan yang dapat berupa
kerusakan yang bersifat fisik, seperti pecah, patah, lecet, retak, dan
kerusakan yang bersifat ekonomis yaitu merosotnya kualitas barang dan
harga barang tersebut

2. Tuntutan ganti rugi atas kekurangan barang, adalah tuntutan ganti rugi
yang didasarkan atas terjadinya kekurangan jumlah barang muatan.
Kekurangan jumlah barang muatan disebabkan karena kehilangan secara
tidak di sengaja atau tidak di ketahui maupun yang di ketahui tetapi tidak
mampu di cegah, misalnya tertimpa perampokan selama dalam perjalanan

di laut.
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Dalam praktek adakalahnya terjadi barang-barang vang dihongkar dari kapal tidak
sesuai dengan manifest yang ada. Manifest adaiah suatu daftar barang-barang yang
di muat di kapal dan dapat digunakan sebagai dokumen peiindung selama dalam
perjalanan.'’

Prosedur penuntutan ganti rugi di mulai dengan permintaan bukti
kekurangan dan bukti kerusakan barang kepada pengangkut, bukti tersebut dapat
di peroleh dari survey gabungan vang di lakukan pada saat penyerahan barang
kepada penerima. Survey gabungan tersebut di saksikan oleh pengangkut, petugas
bongkar muat, petugas gudang, dan pihak asuransi bila barang tersebut di
asuransikan.”

Prosedur pemberitahuan tuntutan ganti tugi tethadap pengangkut biasanya
diatur dalam konosemen yang intinya memuat syarat-syarat bahwa pemberitahuan
tuntutan ganti rugi atas kehilangan, dan kerusakan barang-barang harus diajukan
secara tertulis kepada pengangkut atau perwakilan yang ada di pelabuhan di
tempat tujuan, sesuai vang tercantum dalam konosemen dalam hal kekurangan
dan kerusakan.

Jangka waktu Pemberitahuan tuntutan ganti rugi paling lambat 2 (dua) hari
semenjak penyerahan barang. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) han tidak ada
pemberitahuan keadaan barang, maka barang-barang tersebut dinvatakan tidak ada
kerusakan atau kekurangan pada pengangkutan, dan keadaan barang tersebut

sesuai yang tercantum dalam konosemen.

<

" Wawancara dengan Kasubag D
! .
* tid
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Adapun ketentuan-ketentuan untuk mengajukan tuntutan ganti rug pada

PT. PSKA Surabaya adalah sebagai berikut: penerima barang setelah mengetahui

adanya kekurangan atau kerusakan pada barang yang kelthatan dan luar harus

memberitahukan seketika itu juga kepada pengangkut.

Dalam hal kekurangan atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan

dari luar, maka di berikan jangka waktu 2 hani kepada pihak penerima untuk

menyvampaikan pemberitahuan perihal kekurangan atau kerusakan tersebut

terhitung sejak saat di tenmanya barang. Dalam menyampaikan pengaduan

tersebut harus dilampirkan:

1.

)

Packing list (daftar barang)

Surat bukti yang mengajukan bahwa barangnya hilang, dan kerusakan
Kwitansi yang telah di tentukan oleh pengirim atau penerima, sesuai
dengan harga barang yang telah hilang, ataupun rusak

Copy dari konosemen, untuk memudahkan pengangkutan mengadakan

penelitian apakah barang-barang tersebut di atas dek atau tidak.

. Polis Pertanggungan, barang-barang tersebut dipertanggungkan atau

diasuransikan dan sesuai dengan Pasal 487 KUHD.

3. Pembatasan dan Pembebasan tanggung jawab

Pada dasarnya pembatasan dan pembebasan tanggung jawab pengangkut

diperbolehkan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 1992

tentang pelayaran Pasal 86 ayat 3 atau peraturan-peraturan yang beriaku khusus

SKRIPSI
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yang sesuai dengan jenis angkutan maupun atas desor janji-janji yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak.

Khusus untuk pembatasan dan pembebasan tanggung jawab pengangkut

atas dasar janji-janji yang di sepakati kedua belah pihak harus merupakan

pencerminan dari Pasal 470 KUHD. Hal tersebut untuk menjaga jangan sampai

adanya janji-janji yang dapat merugikan pihak pengirim. Sehubungan dengan hal

tersebut maka pembuatan janji-janji untuk membatasi dan membebaskan

tanggung jawab pengangkutan harus memenuhi beberapa syarat:

a. Adanya kesepakatan tentang janji-janji pembatasan dan pembebasan

tanggung jawab pengangkut.

Janji-janji tersebut diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan
yang mengatur jenis angkutan

Janji-janji tersebut tidak di gunakan oleh pengangkut untuk memenuhi
kewajiban secara tidak jujur.

Adanya janji-janji tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab
pengangkut .

Adanya beberapa syarat di atas maka harus diperhatikan juga ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Pasal 470 KUHD sebagai berikut:

SKRIPSI

1.

Pengangkut diperbolehkan membuat janji-janji vang dimaksudkanuntuk
membatasi tanggung jawabnya hingga batas tertentu, kecuali untuk
kerugian yang disebabkan kurang di usahakanya kemampuan kapal untuk
menyelenggarakan pengangkutan menurut perjanjian, salah

memperlakukan atau penjagaan terhadap barang, kurang di usahakan

TANGGUNG JAWAB PT. ... DIAN TRISNO HASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 38

kemampuan kapal uniuk menyelenggarakan pengangkutan menurut

perjanjian.

2. Pengangkutan diperkenankan untuk membuat suatu perjanjianyang

bermaksuduntuk membebaskan dini dani tanggung jawab ganti rugi apabila
sifat dan harga barang sengaja diberitahukan secara keliru.”!
Selain ketentuan Pasal 470 KUHD, maka harus juga memperhatikan
ketentuan Pasal-pasal yang lainnya seperti Pasal 470a, 471, dan Pasal 517b
KUHD di karenakan pasal-pasal tersebut berfungsi menjelaskan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 470 KUHD.

Dalam Pasal 470a KUHD yang menentukan timbulnya kerugian yang di
sebabkan karena suatu kodist kapalnya, meskipun ada janji-janji yang membatasi
tanggung jawab dalam hal tersebut pengangkut berkewajiban untuk nﬁembukﬁkan
telah di usahakannya pemeliharaan peralatan dan peranak buahan, dan kapal yang
bersangkutan telah memiliki kesanggupan untuk melakukan pengangkutan sesuai
dengan perjanjian vang di sepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ketentuan
tersebut disimpangi atau dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Dalam Pasal 471 KUHD menentukan bahwa pengangkut tidak dapat
bebas dari langgung jawab, apabila lalai dalam melakukan pengangkutan, hal
tersebut dapat di simpangi apabila telah di peganjikan sebetumnya.

Pembtasan dan pembebasan tanggung jawab pengangkut atas Undang-
undang atau peraturan-peraturan yang berlaku antara lain diatur dalam Pasal 468

ayat 2 KUHD. Dalam Pasal tersebut ada beberapa akibat dari kerugian yang

2 gubekti, R, dan Tjitrosudibio, op.cit, h.135
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menjadi tanggung jawab pengangkut, seperti: pengangkut harus dapat

membuktikan bahwa kerugian tersebut di akibatkan oleh terjadinya bahaya yang

di scbutkan dalam Pasal 468 ayat 2 KUHD.

Bahaya yang di sebutkan dalam pasal 468 ayat 2 KUHD adalah sebagat

vertkut:

I.

Kesalahan penginm

Kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan kewajiban pengangkutan
barang, misalnya peengirim kurang menyiapkan barang menjadi siap
angkut.

Cacat sendiri barang yang diangkut

Cacat yang ditimbulkan oleh sifat barang itu sendiri.

Keadaan memaksa (avermacht)

Suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk
mencegahnya

Menurut Soekardono, Overmacht harus betul-betul suatu keadaan yang
tidak dapat dicegah, dan pengertian overmacht tersebut dapat
membebaskan pengangkut dari kewajiban membayar tuntutan ganti rugi.
Sebaliknya walaupun terjadi overmucht tetapi pengangkut tidak berdaya
upaya untuk dapat mencegah, maka pengangkut tatap bertanggung jawab

atas kerugian pada barang yang di angkutnya,23

22 Sardjono, Sapto, Hukum dagang laut bagi Indonesia, Simplex, Jakarta, h.79
B Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 11, Jakarta, 1983, h.36
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4. Peranss Ao rass g 7w L tuntutan ganti rugi

Adanya .suranst veng borsedia menanggung barang-barang selama dalam
pengangkun  darl pelabwhan muatan sampai  pelabuhan  tujuan sangat
meringankan pengirim barang dalam persoalan tuntutan ganti rugl terhadap
pengangkut, misalnya : apabila klaim tuntutan ganti rugi yang diajukan pemilik
barang ditolak oleh pengangkut, maka persoalan tersebut dapat dialihkan kepada
asuransi yang menanggung barang-barangnya.

Asuransi disini bergerak dalam pertanggungan sumber penghasilan dari
premi asuransi, maka asuransi perlu menyediakan para ahli dalam melaksanakan
penyelesaian setiap klaim tuntutan ganti rugi. Berbeda dengan pengangkut yang
bergerak dalampenjualan transportasi, dan mengenai klaim tuntutan ganti rugi
pengangkut memasukan syarat-syarat dalam konosemen yang dapat
membebaskan dari tanggng jawabnya sebagai pengangkut.

Pembebasan tanggung jawab dari pengangkut dapat di tanggung oleh
asuransi seperti tanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerusakan atau
kerugian barang, misalnya dalam pengangkutan barang terjadi perampokan dan
perampasan barang-barang angkutan. Asuransi bersedia menanggung hal tersebut
apabila pengirim barang membayar asuransi untuk bahaya perampokan,
perampasan, dan kerugian vang di akibatkan oleh tindakan perang, malapetaka
laut, dan sebagainya.

Tidak semua kerugian di tanggung oleh asuransi, tetapi hanya sebatas

pada kejadian yang dicantumkan pada polis asuransi saja. Syarat-syarat yang

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB PT. ... DIAN TRISNO HASTUTI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

harus Jipenuhi oleh pemilik barang dalam pengajuan klaim tuntutan ganti ruc

cebapas berkut:

i

Pemilik barang harus membuktikan bahwa dia mempunyai kepentingan
atas barang-barang yang di asuransikan. Dalam Pasal 250 KUHD
ditetapkan sebagai berikut:

Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk din
sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu
pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang
yang di pertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah wajib
memberikan ganti rugi.

Pemilik barang harus membuktikan bahwa barang yang di asuransikan
benar-benar mengalami kerusakan atau kerugian. Pembuktian barang-
barang yang mengatami kerusakan atau kerugian dapat diperoleh darn hasii
pemeriksaan penguasa (Pasal 481 dan 483 KUHD) dan di tambah dengan
laporan kerusakan (damage report).”

Pemilik barang harus dapat membuktikan kejadian yang mengakibatkan
kerusakan atau kerugian atas barang dalam suatu bencana. Dalam
memenuhi syarat ketiga ini, pemilik barang yang mengajukan klaim
tuntutan ganti rugi cukup menunjukan kejadian yang tercantum pada polis
asuransi.

Pemilik barang vang mengajukan tuntutan ganti rugt harus dapat

membuktikan bahwa telah mengajukan tuntutan ganti rugi pada

pengangkut tetapi di tolak.

SKRIPSI

2 purba, Radiks, op.cit, h.220
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Pemilik barang harus membuktikan besarnya kerusakan atau kerugian
barang yang di asuransikan. |

Pemilik barang vang mengajukan klaim tuntutan ganti rugi harus
membuktikan harga barang yang di asuransikan.

Dalam Praktek, tidak mutlak ke-6 (enam) syarat di atas dipengaruhi oleh

situasi dan kondisi, dan disamping adanya hubungan baikantara asuransi dan

pemilik barang.

Setelah pengajuan klaim tuntutan ganti rugi maka tibalah giliran pihak

asuransi untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi guna memperoleh kepastian

mengenat :

SKRIPSI

a.

Apakah pemilik barang telah memenuhi kewajibannya seperti
menyediakan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang di perlukan
untuk surat tuntutan ganti rugi.

Kebenaran bukti dan keterangan barang-barang yang dituntut ganti rugi
oleh pemilik barang.

Apakah pemilik barang benar-benar berhak menuntut ganti rugi yang di
asuransikan .

Kerusakan atau kerugian barang-barang tersebut selama dalam perjalanan
kapal, seperti tertulis dalam polis.

Kerusakan atau kerugian barang-barang di asuransikan oleh polis yang
beersangkutan, maksudnya kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau

kerugian atas barang tercantum pada polis.
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Setelah syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi, maka asuransi membuat
suatu permyataan ganti rugi yang di dalamnya memuat keterangan mengenai
besarnya kerusakan atau kerugian dan perhitungan ganti rugi yang akan di bayar
oleh asuransi kepada pemilik barang.

Pemilik barang telah memperoleh tuntutan ganti rugi, maka pemilik
barang wajib membuat surat subrograsi dan diserahkan kepada asuransi. Dalam
praktek di PT. PSKA Surabaya tidak mewajibkan setiap penginm untuk
mengasuransikan barangnya, tetapt untuk barang yang berharga PT. PSKA
Surabaya menganjurkan untuk mengunakan asuransi, baik diasuransikan sendiri
maupun melalui asuransi yang di sediakan oleh PT. PSKA Surabaya, asuransi

yang digunakan PT. PSKA Surabaya adalah ATA.
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BAB 1V

PENUTUP

1
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CAB IV

SENUTUP

1. Kessimpulan
Setelah membahas latar belakang dan permasalahan yang di jadikan obyek
penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a.1 Dalam praktek perjanjian pengangkutan barang melalui laut di PT. PSKA
Surabaya tidak berlaku ketentuan khusus, dan ketentuan yang berlaku
adalah ketentuan pengangkut yang tercantum dalam konosemen yang
umumnya di ambil dari ketentuan-ketentuan yang ada pada buku II
KUHD titel VA tentang pengangkutan barang.

a2 Dalam praktek di PT. PSKA Surabaya untuk tuntutan ganti rugi hanya
dapat di ganti kerugian sebesar 10 X (sepuluh kali) berdasarkan uang
tambang yang di buat dalam konosemen.

b. Barang-barang muatan dapat mengalami kerusakan dalam pengangkutan,
hal tesebut dapat mengangkibatkan kerugian bagi pemilik barang. Sebab
terjadinya kerugian adalah kelalaian salah satu pithak dalam menjalankan
tanggung jawabnya atau kerugian dapat terjadi walaupun para pihak telah
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik tetapi adanya kerusakan
barang vang diakibatkan keadaan yang memaksa, dimana PT. PSKA
Surabaya tidak dapat mencegah/mengatasi. Kerusakan dapat terjadi karena

cacat dari barang itu sendiri yaitu karena sifat pembawaan dari barang.
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2. Saran

SKRIPSI

4.

Klaim tuntutaan ganti rugi bagi pengirim baran:; an..w kerusakan barang
sering menimbulkan masalah sehinnga perly Jiadakan  penyusunan
konosemen yang secara terperinci, sehinnga tidak merugikan kedua belah
pihak.

Mengingat Semakin berkembangnya kemajuan dan meningkatnya dunia
pengangkutan barang melalui laut, maka perlu kiranya segera untuk
membentuk Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan laut,
yang secara menyeluruh memuat penyelesaian tuntutan ganti rugi,
tanggung jawab pengangkut, pembebasan dan pembatasan tanggung jawab

pengangkut.
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RENGANGKUTAN. BARAN 32 MUATAN .

Swre gy
_—

Pasal 1. Muatas-mualan dilerurs cn mbunq kap‘. dan scterimanya
dixapal. naruiah naxkhoda aian pengangkut mular berlanggung jawab
lerhadap barang-barang yang cimuatinu,

Pasal 2. Sesudannys sampai diempat.yang dituju maka barang.
barang bolen giienma dikapal atau dilurunkan aiperahu alau digudang
yang dituijukkan oleh yanyg nenenfia alau pemenntah atas tanggungan
sspenenma. tanggung ldvabtnya nakhoda atau pengangkul berakher
sesucan parang gertma sendini dikapal atau diturunkan dan lambung
[ HET

Pasai 3 Pengangkul hanya beranggung  jawab atas jumtah
polongar letapr hdak @las macam keadaan beratnya ukurannya dan
Jundan sny:

Pasal 4 Pengoperan  barang-Darang  sipanerepa honya dnpat
UmEengGainakan Sengan menycrankan surabine yano chtinda iangani oleh
nakhoda atar Ageat P ngangkut hidak berlanggung josvib atas kerogiom
yang didenla olth sipenenima yang diakibatkin eleh kelanbaton
BeteernLn parang-barang meskipun kKeluubolan o dischabhan oleh
A LG o .

Fasa 5 Apabia tenad sesualu kerugran dialas kapai olch karesa
niang usik dan sebagamya. Maka |)l|ldk Nikhoda atiwe pengangrat/
pelay.aran nanya oapat membayar ganl rugi seocuy 10a Uang Lt ag
HBEICALAERAN KONOSEMEN yang tibual pada saat pembetmghadon kipad
Werselul Sedangkan barang rusak yang ekt aigant memadi Hak
Poatayerae s Pengangkulan

asin 6 Naknoda aldu pengangkul ada hak suruh menetapkan harga

i1 ukuran alau heralnya barang yang dikinm. Jika ternyatd satu gengan ’
yatig lun Ligak cocok dengan yang dibentahukan oleh sipengiim maka -

NARBOOA Atdu agen berliak menunta ongkosnya (vracht) muatan 2 (dua)
Kat onghos yang seharusnya dibayar. Selanfutnya du si pengirrm harur
bertanygung jJawan atas segala kerugian pada kapal danfatau barang-
tarang lain yang berada dikapal dan tuntutan pemerintah danfatau
Pabean yang mungkin lenadi oleh karena 'sipengirini tdak memben-
tahukan dengan sehenarnya asinya dan dain-ain kelerangan
pembertihaan yang tdak cocok selatu dianggap ddakukion dengon
senga kecual ika senaiknya dibuktikan,

Pasa- 7o Nan-bap potong (pel. karung, dif) harus memakin seterang
terangaya tinda-tanga dan nama ncger, tempal. Barang-harang itu hiarus
diturunhiny, Legdupun ukuran beratnya dan'twrg;mya harus diterangkan
aengain clas dr dalam surat muatan Nakhoda tdak berlangguny jawab

aias barang-barang yang dengan hidak discbul alau disembunyikan .

drantara Larang barang lain. Begitupun Nakhogla tdak bertanggung jawah
alas korusakan ismya pkalau pembungkuasan (pel, karung, dil) tdo

semesbnye gan hdak kuat, hal mana akan dilerangkan oleh nakhoda atou .

vakilitya anlam sural kKgnos in.
mem
sarimg-harang tersebut diturunkan dltempdl yang, lam dar pada yang
ks

Selerusnya ldak dilanggung kalau

Pasal £ Jika karena kekuasaan atam kapal tidak dapal menurunkan
atay momnongkar barang-barang dipelabuhan yang tialamali barang-
narang ilu naka nakhoda berhak membawa barang-barang kepelabuhan

‘perkulnya alav membiarkan dalam kapal sampai kembali ke tempal itu.

Denian juyga kalau disepabkan oleh perintah yang berwajib karena ada
penyitit atiu [@in-latn hal seperti {pemogokan, dll). Schingga dilarang
membungkar barang-barang maka nakhoda berhak membongkar barang-
uArANg dipciasuhan yang berkul alau diempat yang ditunjukkan oleh
Pemenniah Semua hat it adalah atas on(;kos dan tangyung awabnya si
PEBGIIT akiue s i)(.‘ﬂl.‘fll'lld N !

Pasi
oelum dibayar ongkos-ongkas kapalnya dan ongkos-ongkos lam untuk
barang-barang yang dikiorm ilu: Kapal dan alau barang tba atau tidak tiba

ditempat yang diluju, ongkos-ongkosnya -{sewa kapal. dil) yang telal, -
dibayar idak akan dikembalikan ongkos-ongkos yang belum dibayar tetap ™~

harus dibayar apa sckahpun yang terjadi dcngan kapal danfatau baranr-
narang yang gimuatlu. : k

Pasal. 1" Kalau barang-barang tidak dapat dlnongk}xr atau dikznme.
dipelabuhan tempat barang Hu menurut alaniat harus’ diturunkan 6l

xarena s penenma lidak dikenal dllempat itw dan ddempal ilu lidak .l(h
gudang Pemenntah alau partikelir atau si penerima lidak meng: )
perahu-peranuSKRIBSHhoI muatannya kedaral maka nIANﬁeGHNGuJA

membava lerus barang-barang lu kelempal iain atau memindahkaniya
kekapal ln atau membiarkannya dikapal sampai kembali lag: keter: -

Ll langa-landa gan nama negen ljuan yang lidak jelas sehingga

Y. Agen atau nakhoda berkuasa menahan barang-barang yang .

Lasal

i
|

itu atau dxkc‘mbahkan kupa:la snpcnglrlm dcnqan menu"!ut pembaya. ‘

ongkos-ongkos kapal dan onqgkos ongkus lainnya menurut larp yang
berlaku.

Poembongkaran boleh dimulai dengan lidak usah dibeatahukan jebin
dulu kepada i penginm.

Nakhoda alau penjangkut ada hak sewaklu menurunkan barang-
barang kedaral dengar mempergunakan perahu-perahu atau lain-lain
menurut pilihanaya @ 2ndirt danfalau menimbun barang-barang di kade
atau lain-lamn lempat. dengan -itulup atau ldak satu dan lain atas resiko
danongkos ongke s dan siaenginm.

Setelah xapal siap untuk reclakukan pombongkaran, maka barang-
parang holeh dibonga ¢ slan harus ditenima oleh st penginan, bask dikapal
maupun didarat, sepe - yang tersebut dolom pasal 2 satu dan lain dalam

vethlo secopnt-cepateya Ldak  bperdulike o readaan udiire siang atau
nakon, teomasuk owga i Mmagu dio haoshan besie juga jikae
betentmngan  dengan aps yang  zan beraka dipelbuhan yang

herkenrin.,

Jikar stpenernay ke untuk meacama barangoya seperln tersebul
Aialas maka pecsetu, an pengangkuta.. i dinggap lelan dilaksanakan
obeh pengangkut Jan pesaanekut bedial swnta ongkos untuk pelabuhan
il Lo dacdalin s rabonghar barang-inang yamg dianghat don
mentoanaay banng-batang o seperli wersehut dildlas danfatau
embanea teras barang-barang ila sepertc disehathan dalaom ayiat 1 dan
pasatn

JK disesuatu | clabuhan oleh Pemernniah disitu ditempathan pega-

S war-pegawai tnluk mengontretjumian beral alau besarnya barang-barang
- yang diturunkan disilu. maka oleh sipenerima alau dan pihak pengangkut
. {nakhoda) bisa dimirna pengawassn oegawai-pegawai it pada waklu

menghitung menimbang atau mengukus barang sebelum dilerimakan
kepada sipenerima. Akan tetapi a1 vang dutentukan ladi lidak berlaku jika
penguawasan yang ¢'maksudkan Jiatas akin menyebabkan keiambatan
dalz.n pembongkaran barang-harang.

Pasal 11, Sega'a ker jian yang timhul oleh karcna sduas alam /
keceakann dilau ataw di sungan, adalah diluar tanggung jag b nakhoda
alau p.ongangkutan atau pelayaran, kecuadi kerugian yang imbul di kare-
nakan kesatihan nakhoda dan AB.K., maka porhilungan gant rugivya
sesuai dengan ketenluan pasal §, yailu hanya dupat dibayar sebesar 10
x uang b g sesuai d ngan konosem 2 yang dibual pada saalilu.

Didalamv k2adaan bahaya, maka nakhoda be bk untuk membuang
barang-barang sehagaimana yang tertera didal im konosemen unluk
kesclumatan kapal dan jiwa manuesia.

Pasal 12. Ongkos-onj ko< kapal harus dibayar sebelum kapal ber-
angkal atau boleh jura dibayar diempat barang-barang du akan
dibongkar dan barang-harung belum boler ditlenma sebelum ongkos-
ongkos kapal dan onckos-ongkos lain dan burang-barang itu chbayar.
Barang-burang yang tidi.« dilenma sesudah 3 (1ga) bulan didalam gudang
akan diiual dan hasinya dipakei untuk mebavar ongkos membongkar.

. ongkos gudang dil dan jika ada sisany diserahkan kepada si pengirim, -

Pasal 13, Barang-baring vang berbahaya, arlinya yang lekas ler-
bakar al.au yang dapat merurakkan varang-barung yang lain akan dimuat

diatas Pala (dek) alas langgung jawab si pengirim. Barang-barang:

seperti yang tersehul diatas harus disebut dengan jelas didalam surat

4

wwuatan. Nakhoda 'berhak membuang barang-barang tersebut dilaut!

dengan tidak membayar kerugian ava-apa jika barang-barang i
membahayakan kapal atau snualan yang la'n.

Pasal . 14, Barang-La-ang yarg lekas busuk alau berharga murah akan
dyual atas langgung juwab si penairim jika ternyala barang-barang iu
wdak  ifenma didalasa lempo  seaarusnya untuk  menghindarkan
pcmbay.mn gudzu.g OI‘UKOS-DngKOS yang mungkm leradi.

Pasal © 18, Bm..lzmg bmalanc yang dlulual adala: atas tanggung jawab
si pengirim dan nachoda hanya memberikan aic minum secukupnya.
Penjaga .nharus dila.\'ukan oleh sipenginm dan a‘wu pegawainya.

scn"n ‘aluran dalami ldang-undang perniagaan yang berlaku di Indo-

nesis TBe"aunan dcng‘ln ‘aluran yang terscbut dalam pasal 700 maka
AVEABIpherC Saidh deTand Tmuaigyreisritiras st kapal atau karena
Kerusakan 'nes:n dan lrin- tam d:pandang sebagai kerusakan yang lidak
disengaa.-  c L.

16. Semun n.n hai yang tidah tersebut chatas ini, harus menurot



PERATURAN

Pasal 1. Muatan-muatan ditenma dilambung kapdl <an selenmanya
dikapal. parulan nakhoda alau pengangkut muls benanggung jawab
terhagap barang-varang yang Gimuat iy, -

Pasal 2 Sesugannya sampar dilermpal yang cluu maka barang-
barang boleh gitenma dikapal atau diturunkan ¢perany atau digudang
yang dilunjukkar oleh yang menenma atag pemes.lan alas langgungan
sipunenma. langgung jawabnya nakiioda 3lauv pengangkut berakhir
sesugan parang dlenma sendin dikapal atau ddurunkan can lambung
kapai

Pasal 3. Pengangkul hanya bertanggung  jawab atas jumlah
polongan tetapl hdak atas macam keadaan beralnya ukurannya dan
jumlahsinya.

Pasa! 4. Pengoperan barang-barang si;penemna hanya dapat
diselenggarakan gengan menycrahkan sural ilu yang ditanda tangani oleh
nakhota atau Agent Pengangkut idak bertanggung jawab atas kerugian
yang didenla oieh sipenerma yang diakibatkan oleh kelambalan
penyerahan barang-barang meskipun kelamoalan itu disebabkan oleh
apa juga. -

. .

sal . Apabia lerjadi sesuatu kerugian diatas kapal oleh karena

ang. rusak dan sebagainya. Maka pihak Nakhoda atau pengangkut/
pclayamn hanya aapat membayar ganii rugi sebesar 10x Uang Tambang
hérdasarkan konosemen yang diouat pada saal pemberangkatan kapal
tersgbul. Sedangkan barang rusak yang teiah digant men;ad: Hak
Pelayd!anlpeﬂgdqgkulan ' )
Pasal 6_-Nakhooa atau pengangkut ada hak suruh menclapkan harga
181 ukuran‘atau beratnya barang yang dikinm. Jika lernyata selu dengan
yang lain tdak cocok gengan yang diberitahukan oleh sipenginim maka
nakhooa atau agen bernak meminla angkosnya {vracht) muatan 2 (cua)
kall ongkos yang seharusnya dibayar. Selanjutlnya itu si pengirim harus
benanggung jawab atas segala kerugian pada kapal dan/atau barang-
barang 1ain yang berada dikapal dan tuntulan pemerintah dan/atau
Pabean yang mungkin terjadi oleh karena sipenginm tidak memberi-
ltahukan' dengan sebenarnya isinya. dan {ain-lain kelerangan
pemberitahuan yang ‘lidak cocok selalu® dianggap difakukan dengan
sengaja kecual jina sebaliknya dibuktikan.

Pasal 7 Tiap-tizp polong (peti, karung:'dit) harus memakar seterang-
lerangnya tanda-landa dan nama negen, t¢mpat. barang-barang itu ha»US
diturunkan, begrupun ykuran beratnya dan harganya harus diterangkan
dengan jelas di dalamisurat muatan Nakhoda tidak bertanggung jawad
atas barang-barang 'vang dengan tidak disebul alau disembunykan

*nlara Qarang-barang lain. Begnupun Nakhoda tidak bertanggung jawabd

s kerusakan isinya jikalau pembungkusan (peli, karung. dll} tidak
semeslinya can idak kuat. hal mana akan diterangkan oleh nakhoda atau
wakilnya galam sural konos it Seterusnya lidak ditanggung kalau
memakair tanda-tanda dan nama negeri tujuan yang tidak jelas sehingga
barang-barang tersebut ddurunkan dllempal yang lain dan pada yang
dimaksud

Pasal  B. Jika karena kekuasaan alam kapal lidak dapa! menurunkan
alau mempongkar barang-barang dipelabuhan yang dialamati barang-
barang ilu, maka nakhoda bernak membawa barang-barang kepelabuhan
berikulaya atav membiarkan dalam kapal sampai kembali ke tempat itu.

Demikian juga kalau disepabkan oleh perntah yang berwajib karena ada

penyakn aiau lain-lain hal seperli (pemogokan, dil). Sehingga dilarang
membongkar barang-barang maka nakhoda berhak membongkar barang-
Larang dipelabuhan yang benkut atau ditempat yang ditunjukkan aleh
Pemerntah. Semua hat tv adaiah atas ongkos dan tanggung jawabnya si
penginm atau sipenerima.

Pasal 9. Agen atau nakhoda berkuasa menahan barang-barang yang
belum dibayar ongkos-ongkos kapainya gan ongkos-ongkos lain untuk
barang-barang yang dikvim itu. Kapal dan atau barang tiba atau tidak tiba
dilempal yang dityu. ongkos-ongkosnya {sewa kapal, dli} yang telah
dibayar idak akan dikembaiikan ongkos-ongkos yang belum dibayar letap
narus dibayar apa sekakpun yang lerjadi dengan kapal dan/atau barang-
barang yang dimuat ifu. .

Pasal. 10. Kalau barang-barang lidak' dapat dibongkar alau ditenima
dipolabuhan tempal barang ity meaurul alamat harus diturunkan gieh
karena s: penenima tidak dikenal ditempat itu dan ditempat itu 1dak ada
gudang Pemenntah atau partikelir ataw si penerima tidak mengirim
perahu-perahu mengambil mualannya kedarat maka nakhoda boleh
membawa lerus barglﬁﬁb@ hg itu ketempat lain atau meminda

kekapal lain atau membiarkannya dukapal sampai kembali lagr ketempal

TR ENSBRICANG 2 MUATAN

Iy alau dikembalikan kepada sipenginm. dengan menunlul pembayar
ongkos-ongkos kKapal dan ongkos-ongkos lainnya menurul tanp yang
berlaku.

Pembongkaran boleh dimulal dengan tidak usah dibentahukan lebih
dula kepada st pengrim,

Nakhoda alau penyangkul ada hak sewaktu menurunkan barang-
batang kedarat dengan mempergunakan perahu-perghu atau lain-lam
menurut pilihannya sendisi danfatau menimbun barang-barang di kade
alau lain-lain tempa!. dengan ditulup alau tidak satu dan lain atas resiko
dan ongkos-ongkos dar Si pengirim.

Selelah kapal s:ap untuk melakukan pembongkaran, maka barang-
barang boleh dibongkar dan harus ditenma oleh s1 pengirim, baik dgikapal
maupun didarat, seperti yang tersebut dalam pasal 2 satlu dan lain galam
waklu sccepat-cepainya bidak diperdulikan keadaan udara s:iang atau
malam, lermasuk juga ‘hari Minggu dan harn-han besa: juga jika
bertentangan dengan apa yang lazim beraku dipelabuhan yang
berkenaan.

Jika sipenerima lalal untuk menerima barangnya seperti tersebut
diatas, maka persetujuan pengangkutan ini dianggap telah dilaksanakan
oleh pengangkut dan pengangkut berhak minta ongkos untuk pelabuhan
iebih lama dan/alau membongkar barang-barang yang diangkut dan
menurunkan barang-barang it seperit tersebut diatas dan/atau
membawa terus barang-barang itu seperti disebulkan dalam ayat 1 dan
pasalini. .

Jika disesuatu pelabubian oleh Pemerinlah' disitu ditempatkan pega-
wal-pegawai untuk mengontrol jumiah berat atau besarnya barang-barang
yang diturunkan disitu, maka oleh sipenerima atau dan pihak pengangkut
(nakhoda} bisa diminia pengawasan pegawai-pegawai itu pada waktu
menghitung memmbang atau mengukur barang sebelum diterimakan
kepada sipenerima. Akan telapn apa yang dilentukan tadi tidak berlaku jika
pengawasan yang dimaksudkan dialas akan menyebabkan kelambatan
dalam pembongkaran barang-barang. :

Pasal Segala kerugxan yang timbul oleh karena situasi alam /
Fecelakaan dilaut alau di sungai, adalah diluar {anggung jav-ab nakhoda
atau pengangkutan alau pelayaran, kecuali kerugian yang timbul di kare-
nakan kesalahan nakhodg dan AB K., maka perhilungan ganti ruginya
sesuai dengan ketenluan pasal S, yaitu hanya dapat dibayar sebesar 10
x uang tambang sesuai dengan konosemen yang dibuat pada saat itu.

Didalam keadaan bahayé, maka nakhoda berhak untuk membuang
barang-barang sebagaimana yang terera didalam konosemen untuk
keselamatan kapal danjiwd manusia

Pasal 12, Ongkos-ongkos kapal harus dibayar sebelum kapal ber-

angkat atau boleh juga’ dibayar dilempat barang-barang nu akan

dibongkar dan barang-barang belum boleh diterima sebelum ongkos-

ongkos kapa! dan ongkos-ongkos lain dari barang-barang itu dibayar.

Barang-barang yang tidak ditenma sesudah 3 {tiga) bulan didatam gudang

akan dijual gan hasilnya dipakai untuk membayar ongkes membongkar,
) ongkos gudangdll danjika ada s:sanyadwerahkan kepada sipengirim.

Pasal 13. Barang- barang yang berbahaya, artinya yang lekas ter-
akar atau yang dapat merusakkan barang-barang yang lain akan dimuat

. diatas Palka (dek) atas langgung jawab si pengirim, Barang-barang
sepertl yang lersebut diatas harus disebut dengan jelas didalam surat
muatan. Nakhoda berhak membuang barang-barang lersebut dilaut
dengan lidak membayar, kerugian apa-apa jika barany-barang itu
membahayakan kapal alau muatan yanglain.

Pasal 14. Barang-barang yang lekas busuk atau berharga murah akan
dijual atas tanggung jawab si penginm jika ternyata barang-barang itu
tidak diterima didalam tempo seharusnya untuk menghindarkan
pémbayaran gudang ongkos-ongkos yang mungkin terjadi.

Pasal 15 Binalang-binatang yang dimuat adalah alas langgung jawab
st penginm dan nakhoda hanya memberikan air minum secukupnya.
Pénjagaan harus dilakUkan oleh si penginm dan atau pegawainya.

Pasal 16, Semu= hat-hal yang tdok tercepul diatas i, harus menurul
semua aluran dalam undang-undang perniagaan yang berlaku di Indo-
ngsia. Berlainan dengan aluran yang tersebut dalam pasal 700 maka
segala kerusakan dalam muatan yang disebabkan oleh kapal atau karena
N@dsAkaB REsin.dan lain-lain, dndeU%Nngélﬁdg@ KASSENA yang tidak
dusenga;a . :
[} ¢
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Menetapkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1999 |
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa angkutan di perairan selain mempunyai peranan yang strategis
dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh
ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha
memcapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat
meningkatkan ekonomi negara;

behwa becdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan sebagai
pelaksanaan dari Undang-unaang Nomer 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran, dipandang periu mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai
angkutan di perairan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan “United
NationsZonventior. un the Law of the Sea, 1982" ( Konvensi Perserikaian
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 ) ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3319);

Undang-undang Nomnor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3379 ),

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan indonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3647 ),

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

I BAB 1...........
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BABI

KETENTUAN UMUM '

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

L

10.

11.

12

13.

14.

16.

Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan
danau, dan angkutan penyeberangan;

Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menygunakan kapal untuk
mengangkut penurmpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari
satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah
perairan faut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

Angkutan faut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke
pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk
melayani kepentingar. sendiri dalam menunjang usahz pokoknya serta tidak melayani
pihak lain;

Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang
dan/atau hewan dengan menggunakan kapal wayar, kapal layar motor tradisional dan kapat
motor dengan ukuran tertentu;

Angkutan sungai dan danat adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang
dilakukan di sungai, danay, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan
sungai dan danau.

Angkutan sungar dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang
dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri aalam menunjang usaha pokoknva serta
tidak melayani pihak 1ain;

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfurgsi sebagai jembatan bergerak
yang menghubungkan jaringan jalan alau jaringan jalur kereta api yang terputus karena
adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya,

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan
tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kencaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah;

Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai
dengan ketentuarn peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan
angkutan penumpang, barang darvatau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;

Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap
dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;

Trayek tidak tetap dzn tidak ‘eratur atau tramper adalah pelayanan angkutan yang
cilakukan secara tidak tetep den tidak teratur,

Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang
kelancaran proses kegiatan angkutan taut,

Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang boqgkar
muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal;

/ 17. Usaha ... ...
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17.

18

19.

20.

21

22

23.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Usaha jasa pengurusan transportasi ( freight forwarding ) adalah kegiatan ueaha yang
ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi teraksananya pengifiman nan
penerimaan barang dan/atau hewan melaui angkutan darat, laut dan/atau udaig;
Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan
melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penverahan muatan
yang diangkut melaiui laut;
Usaha angkutan di perairan pelabuhanb adalah kegiatan usaha untuk memindahkan
penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari
kapal ke kapal, di perairan pelabuhan;

Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan uszha untuk
menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut danfatau alat-alat
apung untuk pelayanan kapat,

Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat
catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;

Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan,
membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan iain yang berkaitan dengan
pengurusan peti kemas;

Menteri adalah Menteri vang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.
BAB Il
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT DI PERAIRAN
Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Angkutan di Perairan

Pasal 2

Kegiatan angkutan di perairan terdirt dari :

oapTw

angkutan laut ;

pelayaran rakyat

angkutan sungai dan danau,

angkutan penyeberangan;

angkutan perintis di perairan.
Bagian Kedua
Angkuta Laut

Paragraf 1

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan angkutan laut dzlam negeri ditakukan -

a. oleh perusahaan angkutan laut nasional;
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia,

c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut le

wilayah perairan Indonesia.

pas pantai di
4

! (2) Penyelenggaraan ...

(3]
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(2) Penyelenggaraan angkutan lats. caizm negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan kegiatan turun naik poitmpang / hewan dan bongkar muat barang dari dan ke
kapal. _ )

(3) Ketentuan lebih fanjut mengenai panyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dan kegiatan
bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2}, diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 4

(1) Dalam hal kurangnya jumiai dan kapasitas ruang kapa! berbendera Indonesia, dalam
jangka waktu tertentu penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan
kapal asing yang laik laut dan dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut
nasional

(2) Untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera indonesia,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik
kapal dan asosiasi pemilik muatan.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan :

a.  kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri;

b. kemampuan perusahaan' angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan {aut
khusus;

c. pengembangan armada nasicnal.

{4) Penggunaan kapal asing sé,bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan : '

a. wmemiliki perjanjian sewa / chaiter kapal,
b. kepal dikelaskan pada badan klasifikasi yarig diaxui Pererintah.

(5) Penggunaan kapal asing sebagzimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada
Menteri sebelum dioperasikan olet, perusahaan angkutan laut nasional atau perusahzan
angkutan laut khusus.

16) Ketentuan lebih laniut riengenai penggunaan kapal asing, persyaratan dan taia cara
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan khusus dilakukan :

a. untuk melayani kepentingar, sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya ;
b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan
c. tidak mengangkut barang-barang umum ( general cargo )-

(2) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberi  izin
penyelenggaraan kegiatan angkutan jaut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut khusus sebagainwana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

! Paragraf 2 ......
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(3)

(m
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Paragraf 2
Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 6

Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan :

a.  oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut asing;

b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing;

c. dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ke pelabuhan
luar negeri atau dari luar negeri ke pelabuhan’ Indonesia yang terbuka untuk
perdagangan luar negeri;

d. tidak melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau.

Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang /
hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dan kegiatan
bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 7

Kapal! yang melaksanakan angkutan laut fuar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta
trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya capat melakukan kegiatan di pelabuhan yang
terbuka bagi perdagangan fuar negeri.

Kegiatan bonigkar muat barang-barang tertentu untuk tujuan ekspor { impor yang dilakukan
di pelabuhan yang belum terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan
lietentuan : :

3. kapal yang akan membongkar barang impor atau kapal yang sudah memuat barang
ekspor wajib menyinggahi pelabuhan terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri untuk raelapor (check point), atau

b. perusahaar. angkutan laut mendatangkan petugas Bea Cuka., Imigrasi dan Karantina
ke pelabuhan tempat kapal melakukan kegiatan bongkar muat. .

Pasal 8

Peruschaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara
Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan
Hukum Asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional.

Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kapal
berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT.
5.000 (lima ribuy).

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mam-perhatikan :

o

peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b. peningkatan kualita pelayanan;
c.  penguasaan informasi angkutan.

Pasal 9
Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut kq dan
dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan juar negeri wajib menunjuk

perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai
agen umum.
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(2) Perusahaan angkutan laut nasional vang “z2nat ditunjuk sebagal agen umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapal berbeqdera indongsia yang izik laat dengan
ukuran sekurang-kurangnya GT. 5.000 (lima ribu).

(3) Kegiatan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas-batas dapat dikecualikan dari
ketentuan yang diatur pada ayat (2).

(4) Kegiatan agem umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan taut khusus dapat
dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang sesuai dengan bidang
usaha pokoknya.

(5) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan mengurus
kepentingan kapal yang diageninya selama berada di Indonesia.

{6) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperkenankan meng-gunakan
ruangan kapal yang diageninya, baik secara sebagian maupun keseluruhan, untuk
kepentingan angkutan laut dafam negerL

(7) Keteniuan lebih lanjut mengenai persyaratan perusahaan angkutan laut nasional sebagai
agen umum, kegiatan agen umum angkutan laut lintas-batas, kegiatan agen umum bagi
kapal yang digunakan untuk angkitan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang menyelenggarakan angkutan laut ke atau dari
pelabuhan Indonesia yan terbuka untuk perdagangan war negeri secara ber-
kesinambungan dapa* menunyuk perwakilan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan
yang ditentukan.

(2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
melakukan kegiatan pengurusan administrasi sebagai wabi dari pemilik kapal di luar negeri.

(3) Peiwakilan perusahaan angkitan laut asing sebagaimana diraaksud pada ayau (1) dilarang
melakuvan kegiatan keagenan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perwakilan perusanaan argkuian laut asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Kapal angkutan laut Iintas batas sebzgaimana dimaksud daiam Pasal 9 ayat (3) adalah kapal
dengan ukuran setinggi-tingginya 3T, 175 yang melayari trayek hintas batas antar negara dengan
jarak tidak lebih dari 150 mul laut.

Bagian Ketiga
Pelayaran Rakyat

Pasal 12

(1} Perusahaan pelayaran rakvat melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan
Indonesia.

(2) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. olen penisahaan peiayaran rakyat;
b. dengan menggunakan kapai layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor
dengan ukuran tertentu.

(3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di
dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut.

(4) Ketentuan lebih {anjut mengenai penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) giatur dengan Keputusan Menteri.
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Menteri melakukan pembinaan ur. W SNGBRIDENGT Lt dian rakyat.
Penyelenggaraan pelayaran rakya-; seagaimana Ginchsi puda ayat (1) dilakukan melalui

a. peningkatan ketrampilan bagi pengusaha dan awak kapal di bidang manajemen,
permesinan, operator radio dan pengetahuan kepelautan. .

b  standarisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal ; stau

c. pemberian kemudahan dalam pendirian useha dan operasional serta keringanan tarf
jasa kepelabuhanan. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digwr dengan Keputusan Menten.

Bagian Keempat

Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 14

Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan :

a. o'eh parusahaan angkutan sungai dan danau |

b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau ; dan

c.  diwilayah operasi perairan daratan.

Ketentuan febih laniut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danzau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Penyeienggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus ditakukan

a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menuajang usana pokoknya ;
b tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan / atau
c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).

Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberikan izin
penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk melayani kepentingan
pihak lain.

Ketentuan iebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan dJcnau khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Angkutan Penyeberangan
Pasal 16

Penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilakukan

a oleh perusahaan angkutan penyeberangan .

b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan dan dioeruntukkan bagi angkutan penyeberangan ;

c. dalam jadwal yang tetap dan teratur

d. untuk meiayani iintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. \
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Bagiuan Jinocnam

- Angkutarn Peiintis
Pasal 17

(1) Angkutan perintis di perairan meliputi :
a.  angkutan laut perintis ;

b. angkutan sungai dan danua perintis ;
c. angkutan penyeberangan perintis.

(2) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk :

a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan / atau belum berkembang ,

b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai

c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayan:
oleh penyelenggara angkutan laut ;

(3) Kriteria daerah terpencil dan / atau beium berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) mefiputi -
a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan yang ber-operasi
secara tetap dan teratur; atau
b dJaerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan,

atau
c. daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah.

(4) Ketentuan lebih fanjut mengenai angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Keoutusan Menteri. ‘

Pasal 18

(1) Penvelenggaraan angkutan laut perintis di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 17
dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan
sungai dan danau serta perusahaan angkutan penyeberangan.

(3) Dalam penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimzksud pada ayat
(1), Pemerintah memberikan kompensasi / subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal
angkutan perintis.

(4) Besarnya kompensasi / subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selisih biaya

yang dikeluarkan oleh .perusahaan angkutan dengan pendapatan / penghasilan dar
pengoperasian angkutan perintis tersebut.

(5) Ketentuan febih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan perintis di perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.

BAB 11l
PENGUSAHAAN ANGKUTAN 1 PERAIRAN
Bagiar. Pertama
Pengusahaan Angkutan Laut
Pasal 19
(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perselroan

Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi khusus
untuk usaha itu,
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Untuk dapat melakukan kegiatan s -, wiizn feut sebagaimana dimaksud pada ayat . -
H

(1), wajib memiliki izin usaha.

Izin Usaha sebagaimana dimaksua o “yat {2), diberikan selama perusahaan yang
bersangkutan masih menjalankan kegicien 1sahanya.

Pasai 20

Untuk memperoleh izin usaha sebagzimana dimaksud dalam pasal 19 ayat {2), harus
dipenuhi persyaratan sebagai berikut : :

a.  memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik {aut dengan uvkuran GT. 175 ( seratus
tujuh puluh lima ),

b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya |

c.  memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum indonesia
yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut ;

d.  memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan

e.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk memgeroleh izin usaha perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butirb, ¢, ddane.

Keientuan lebih lanjui mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimena
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 20 ayat (1),
diajukan kepada Menteri.

12in usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri,
setelah memenuni semua persyaiaian sesagaimana dimaksud dalem Pasal z0. '

Persetujuan atau penclakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permchonan ditenma
secara lengkap.

Penolakan permohonan izin sebagaimana d'maksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis
disertai alasan penolakan.

Ketentuan febih lanjut mengenai tatacara permaohonan, persetujuan, pe nolakan izin usaha
angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan avat (4), diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Usaha angkutan laut yang telah mendapat izin usaha wajib untuk :

a.
b.

Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut ;

Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6
{(enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan ;

Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-
undangan lainnya ;

Menyediakan fasilitas untuk angkutan pos |

Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin ; dan

Melaporkan apabila terjadi perobahan penanggung fawab atau pemilik perusahaan, domisili
perusahaan dan pemilikan kapal. ‘

/ Bagian Kedua ......
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Ragian Kedua
Leepoaesd unt Pelayaran Rakyet
Pasal 23
Usaha pelayaran rakyat, ditakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia
berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
Untuk dapat melakukan kegiaian usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memiliki izin usaha.

lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang
bersangkutan masih menjalarikan kegiatan usahanya.

Pasal 24

Untuk memperoieh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus
dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang taik
laut, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar moior atau kapa. mctor
berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya G7. 7 (tujuh) ;

b. memifiki teriaga ahli sesuai dengan bidangnya ;

c.  memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia
atau Kartu Tanda Penducuk bagi Warga Negara Indonesia oper-ofangan yang
mengajukan permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat ;

4. memiliki surat keterangar domisifi perusahaan | dan
e. memiliki Nemor Pokok Wajit Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Permohonan izin usaha pelayaian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),
diajukan kepada Menteri.

izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan
oleh Menrteri setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24,

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat pelas) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap.

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis®
disertai alasan penoclakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha
perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2). ayat (3) dan
ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Usaha pelayaran rakyat yang telah mendapat izin usaha waiib :

a.

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat

/ b. melakukan .....
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melakukan kegiatan opersional secara nyata dan terus menerus Seloree i batnya 6
{enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan ;

mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peratin perundang-
undangan lainnya ;

meiaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin ; dan
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaen, domisili
perusahaan dan pemilikan kapal.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 27

Usaha angkutan sungai dan danau dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum
indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat melakukan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, wajib memiliki izin usaha.

Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan selama perusahaan yang bersangkutan
masin menjalankan kegiatar usahanya.

Pacal 28

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai benkut :

a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memanuhi persyaratan kelaikan yang
dineruntukkan bagi angkutan sungat dan danau ;

b memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan Hukum Indonesia
atau Katu Tanoa Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang
mengajukan permohonan izin usaha angkutan sunga’ dan danau ; '

c.  memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan
d.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2), digjukan kepada Menteri. ‘

Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagainana dimaksud pada ayat (1), diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Fersetujuan atau penoiakan atas permononan izin sebagaimana dirnaksud pada ayat {2),
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap.

Penolakan permononan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara

tertulis disertai alasan penolakan.
\

! (5)Ketentuan.......
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Ketentuan lebih lanjut menge‘néi et eren vermohons, sosejuluan, penolakan izin usaha
sebagaimana dimaksud pada & .}, zvat (2). &Y .z ayat {4), diatur  dengan
Keputusan Menteri.

Pasatl 30

Usaha angkutan sungai dan danau yang telah miendapat izin usaha wajib :

a.
b.

(1)

(2}

(3)

(1)

2)

(1

2

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha |

melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menierus seiambat—lafnbatnya 6
{(enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan ; ‘

mematuhi peraturan peruhdang—undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-
undangan lainnya ; _

melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin ; da

melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan,
dan pemilikan kapal.

Bagia Keempat

Pengusahaan Angkutan Penyeberangan
Pasat 31

Usaha angkutan penyeberangan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum
Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat me'akukan usaha angkutan nenyeberangan sebagaimena dimaksud pada ayat
(1), wajib memiliki izin usana.

{zin usaha angkutan penysberangan dJiberikan selama perusahaan yang bersangkutan
masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 32

Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Psal
31 ayat (2), harus diperahi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratah kelaikan yang di
peruntukkan bagi angkutan penyeberangan ;

b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia
atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia per-orangan yang
mengajukan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan ;

c.  memiliki surat keterangan domisili perusahzan ; dan
d.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. '
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 33

Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan, sebagimana dimaksud dalam Pasal 32,
digjukan kepada Menteri. ' ‘

o
1zin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Menteri setelah memenuhi persyaraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

12
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(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
diberikan dalam jangka waktu' -14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima
secara fengkap.

(4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara
tertulis disertai atasan penolakan. ‘.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan atau penolakan izin
usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menten.

Pasal 34

Usaha angkutan penyeberangan yang telah mendapat izin usaha wajib :
a.  memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha ;

b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat lambat nya
6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan penyeberangan diterbitkan ;

c. memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan per
undang-undangan lainnya |

maizporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin , dan

melaporkan apabita terjadi perobahan nama penanggung jawab perusahaan dan
pemilikan kapal.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Usaha Angkutan di Perairan
Pasai 35

(1) lzin Usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat izin usaha angkutan sungai
dan danau, dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabut oleh pemberi izin
apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30
dan Pasal 34.

(2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana cimaksud nada aya' (1), dilakukan melalui
proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan. :

(3) Apabila dalam waktu 4 (satu) bulan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.

(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin
usaha dicabut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabut-an izin
usaha sebagaimena dimaksud pada ayat (2), ayat {3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri. ‘

Pasai 36

lzin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungali dan
danau dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabut tanpa melaiui proses peringatan
dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

melakukan kegiatan yang membahayakan keamanari negara ;

melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan fidup ;
memgperoleh izin usaha dengan cara tidak sah ; atau

atas permintaan sendiri.

po oo
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Bagtan Keenam:

Kegiatan Angkutan Laut Khusus dan Angkutan Sure . - a2y Khusus

Pasal 37
Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus dan angheian sungai dan danau
khusus wajib memiliki izin operasi.

lzin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, d'berikan selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasa!l 38

Untuk memperoleh izin-operasi angkutan laut khusus dan izin oberasi angkutan sungai dan
danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dipenuhi persyaratan sebagain
berikut :

" a.  memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan ;

b. memiliki izin uscha dari instansi pembina usaha pokoknya ; dan
c. memiliki tenaga ahli dibidang pelayaran.

Pasal 39

Permohonan izin operasi angkutan laut khusus, dan angkutan sungai dan danau khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada Menteri.

Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), diberikan oleh Menteri setelah
memenuht semaa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap.

Penclakan permohonan izin operast sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara
tertulis Jdisertai alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonail, persetujuan, penolakan izin operasi
angkutan laut khusus dan angkutan sungai dan danau khusus se-bagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) aan avat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

Perusahaan yang telah mendapat izin operasi angkutan laut khusus atau angkutan sungai dan
danau khusus diwajibkan :

a
b.

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasinya ;

melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambatJlambatnya 6
{enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan ;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan perundang-
undangan fainnya ;

melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin ; dan

melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jewab atau pemilik perusahaan,
domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

/ Bagian Ketujuh........
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Bagian Ketujuh

’ Pencabutan lzin Operasi Angkutan Laut Khusus
dan Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Khusus

Pasal 41

(1) lzin operasi angkutan faut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus
dapat dicabut oleh pemberi izin apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40. .

(2) Pencabutan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
proses peringatan tertulis sebanyak- 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi.

(4) Jika dalam waktu 1 {satu) bulan setelah pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin
operasi dicabut.

(5) Ketertuan lebin lanjut mengenai pemberian panncatan, pembekuan dan pencabutan izin
operasi sebagaimana dimaksud pada avat (2), ayat (5) dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 42

Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dapat
dicebut tanpa melalui proses peringatan dan pemnbekuan izin, dalam hal perusahaan yang
bersangkutan :

malakukan kegiatan yang membehayakan keamanan negara,

melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan ingkungan hidup ;
memperoleh izin operasi dengan cara tidak s3h ; atau

atas permintaan sendiri.

aoomw

BAB IV
USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT
Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut
’ Pasal 43

Jenis kegiatan usaha penunjang angkutan laut terdiri daci :

usaha bongkar muat barang ;

usaha jasa pengurusan transportasi ;

usaha ekspedisi muatan kapal laut ;

usaha angkutan perairan petabuhan

usaha penyewaan peralatan angkutan {aut/peralatan penunjang angx<uian laut |
usaha taily ; dan

usaha depo petikemas.

@ ™o ao0oT

\
/ Bagian Kedué ......
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Bagian Kedua

Usaha Béngkar Muat
Pasal 44’

Kegiatan usaha béngkar muat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan .
Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang -
didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memiliki izin usaha. :

{zin usaha bongkar muat sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (2). diberikan selama
perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 45

Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
{2), waijib dipenuhi persyaratan sebagali berikut :

memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknolcgi ;
memiliki tenaga ahli yang sesuai ;

memiliki Akie Pendirian Perusahaan ;

menmiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan

memifiki Nomor Pokok Wajib Pajak.

pooow

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), diatur dengan Kenutusan Menteri.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Pengurusan Transponasi

Pa=al 46

{egiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakuken cleh Badan Hukum indonesia
berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negars atau Badan Ussha Milik Dzerah
atau Kooerasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.

fzin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diberikan
selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 47

Untuk memperoleh izin jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut

memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi ;
memiliki tenaga ahli yang sesuai ;

memiliki Akte Pendisian Perusahaan |

memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

caooTw

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

/ Bagian Keempat.......
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Bagian Keempat
[ Uscanz Ckspedisi Muatan Kapa! Laut

Pasal 48

Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal iaut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia
berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.

lzin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. '

Pasal 49

Untuk memperoleh izin ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

memiliki modal yang cukup ;

memilik; tenaga ahli yang sesuai ,

memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;

memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

-

Ketentuan lebih fanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhzn
Pasal 50

Kegiatan usaha angkutan perairan diakukan olet: Badan iHukum Indonesia yang didirikan
khusus untuk usaha itu atau perusahaan angkutan laut.

Kegiatan usaha angkutan perairan pelabghan yang dilakukan oleh Bacan Hukum Indonesia
yang khusuis didirikan untuk usaha itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki
Zin usaha.

Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.

fzin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 51

Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi
persyaratan kelaikan , )

memiliki tenaga ahli yang sesuat ,

memiliki Akte Pendirian Perusahaan ; :

memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan

memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak. A

-~

! (2)Keteniuan......
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Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam

Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan
Penunjang Angkutan Laut

Pasal 52

Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut
dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dapat
dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memiliki izin usaha.

Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan
masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 53

Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang
angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat {2), wajib dipenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. memiliki modal dan menguasai peralatan angkutan laut/peralatan p2nunjang angkuten
taut ;

t.  memiliki Akte Penditian Perusahaan ;

d.  memilili surat keterangan doinisili perusahaan ; dan

e. memiliki Nomor Pokok Wajib Fajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan
sebagaimanra dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Usaha Tally
Pasal 54

Kegiatan tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk
usaha itu, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi
muatan kapal laut, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi.

izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, perusahaan
bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, atau perusahaan jasa pengurusan
transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada usaha pokoknya.

Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan
untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha itu.

izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selama perusahaan yang
bersangkuten masih menjalankan kegiatan usahanyz.

Pasal 55
Untuk memperoleh izin tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), wajib dipenuhi
persyaratan sabagai berikut : \

la. memiliki......
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4 memitiki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknoio: -i :
= memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;

4 memiliki surat keterangan domisili perusahaan ; dan

e.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedelapan
Usaha Depo Peti Kemas

Pasal 56

Kegiatan usaha depo peti kemas dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau
Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha depo peti kemas sebaqaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memiliki izin usaha.

Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama
perusanaan yzang bersangkutar: masih raenja‘ankan kegiatan usahanya.

Pasal 57

Untuk memperoleh izin depo peti kemas sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 56 ayat (2),

" waijib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

memiliki moda! dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi ;
memiliki tenaga ahli yang sasuai ; '
memililsi Akte Pendirian Perusanaan ;

memiliki surat keterangan dom.isili perusahaan ; dan

memiliki Nomor Pokox Wajib Pajak.

con oo

Ketentuan lebih faniut mengenai tata cara untuk memperoteh izin usaha dan persyaratan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1), diatur dengzn Keputusan Mentert.

Bagian Kesembiian

Permohonan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
Pasal 58

Permohonan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,
Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54 dan Pasal 56 diajukan kepada Mentexi

Izin usaha penunjang angkutan iaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh
Menteri, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47,
Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 57.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dalam jangka waktu 14 {empat belas) hari kerja setelah perimohonan diterima
secara lengkap.

Penolakan permohonan izin usaha penunjang angkutan faut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, persefujuan dan
penolakan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri. :

| Pasal 59......

19

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB PT. ... DIAN TRISNO HASTUTI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pasat B2

Perusahaan penunjang angkutan faut, yana teiah me: apat izin usaha diwajibxan :

a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan daiain izin usahanya,

b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dar terus menerus selambat-lambatnya 6 (
enam ) bulan setelah izin usaha diterbitkan.

¢. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin, dan

e. melaporkan apabila teradi perubahan penangqungjawab atau pemilik perusahaan dan
domisili perusahaan. '

Bagian Kesepuluh

Pencabutan izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
Pasal 60

(1) lzin usaha penunjang angkutan laut dapat dicabut oleh pemberi izin apabila perusahaan
melangoar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Pencabutan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksuc paca ayat (1)
dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan
tenggang wakiu masing-masing satu bulan.

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) butan setelah peringatan ketiga sebgaimana cimaksud pada
ayat (2) tidak diindankan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.

(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana pada ayat (3)
tidak ada upaya untuk memenuhi kewaiiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembenian peringaten, parbelwan dan pencabutan izin
usaha sebagaimana aimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 61

Izin usaha penunjang angkutan laut dicabut tanpa meialui proses peringatan dan pembekuan
izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

melakukarn kegiatan yang membahayakan keamaiian negara;

melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan dan lingkungan hidup;
memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau

atas permintaan sendiri.

apow

BAB V
JARINGAN DAN TRAYEK ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama
Jaringan dan Trayek Angkutan Laut
Pasal 62

(1) Kegiatan angkutan laut terdiri dan :
a. Angkutan laut dalam negeri
b. Angkutan laut luar negeri.

(2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat {1)dilakukan dengan :
a. Trayek tetap dan teratur atau liner.
b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
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Paragraf 1
Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal,, 63

Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur ( liner }
diselenggarakan dalam jaringan trayek.

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. frayekutama,

b. irayek pengumpan;

c. trayek perintis.

Pasal 64

Trayek utama sebagaimana, dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf a, diselenggarakan
dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar
pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulast dan distribusi.

Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud nada pasal A3 avat (2) huruf b merupakar:
penunjang trayek utama yang dise'enggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan
angkutan faut, yakni :

a. menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat aku.muiasi dan distribusi;
atau

b. menghubungkan pelabuhan-peiabuhan yang bukan befunysi sepagai pusat akumuiasi
dan distribusi.

Trayek. perintis sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf ¢, diselenggarakan
dengan mamenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah
terpencil atau daerah yang beluir berkemtang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai
pusst akumulasi dar distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat
akumutasi dan distribusi.

Ketentuan iebih lanjut raengenai iaringan dan trayek angkutan laut dalam negen
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat (2) dan avat (3), diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 65

Jaringan dan wayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ditetapkan dengan memperhatikan :

oo op

(2}

pengembangan pusat industri, perdagangan dan panwisata;
pengembangan daerah;

keterpaduan intra dan antar moda transportasi; dan
perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

Pasal 66

Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan :

a. adanya permintaan jasa angkutan jaut yang potensial dengan perkiraan faidor muatan
yang layak, kecuali trayek perintis; dan

b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.

Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut dilakukan
dengan memperhatikan : ‘
a. faktor muatan yang layak; dan

b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.

\
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Menteri rr2ialakan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut 372 tlap-iap -
fray+i< < lan mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Ketentuz:n 1sbih fanjut mengenai penetapan trayek baru, penambahan kapasitas dan tata
cara pengumuman seuagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur
dengan Keputusan Menteri. :

Pasal 67

Penetapan kapal oleh perusahaan angkutan laut nasional pada trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

Perusahaan angkutan laut nasional yang telah menempatkan kapal pada suatu trayek, wajib
melaporkan kepada Menteri dan melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan
kegiatan operasional angkutan di perairan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 68

Perusahaan angkutan laut nasional, selain pelayaran rakyat, yang meiakukan hegiatan
angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) hanya dapat mengangkut :

a. barang-barang curah kering dan curah cair;

b. barang-barang yang sejenis; atau

c. barang-barang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
perjanjian sewalcharter atau perjanjiari lainnya.

Penggunaan kapal yang melakukan kegiatan angkutar laut secara tidak tetap dan tidak
teratur {traimper) sebagaimana dimalisud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan baiang dan tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2
Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Pasa! 69

Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negen secara tetap dan teratur (finer) dan
penempatan kapal pada trayek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan argkutan laut
nasional dan / atau perusahaan angkutan laut asing.

Kapal-kapal yang ditetapkan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus mamenuht kritena
untuk ditempatkan pada trayek luar neger dan wajib dilaporkan oleh perusahaan angkutan
taut kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), diatur dengan Kenutusan Menteri.

Bagian Kedua

Trayek Angkutan Laut Perintis dan Pelayaran Rakyat
Pasal 70 \
Trayek angkutan laut perintis ditetapkan oleh Menteri.
[ (2)Menteri........
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(2) Menteri menetapkan penempai. s 1z hayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut menge: ~iogn o kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Keputusan Mente:!.
cogal 71

Pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatai;. angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur,
dapat mengangkut barang umum (generai cargo), barang-barang curah kering dan curah cair
serta barang sejenis dalam jumlah tertentu sesuai gengan kondisi kapal pelayaran rakyat.

Bagian Ketiga
Trayek Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 72

(1) Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan :

a. trayek tetap dan teratur;
b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf a terdiri dari

a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang
berfungs: sebagai pusat akumulasi dan distribusi,

b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan anlar pelabuhanr sungai dan danau yang
perfurigsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau antar pelabuhan sungai dan
danau yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mergenai penetapan trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur cengan Keputusan Menteri.

Pasa! 73

Usaha angkutan sunga' dan danau yang melayani travek tidak tetap dan tidak teratur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) hunf a, sesual zin usaha yang diberikan.

Pasal 74

(1) Usaha angkutan sungai den danau yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, hanya dapat mengangkut
penumpang dan barang berdasarkan sewa/charter atau pefjanjian jainnya.

{2) Usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
kegiatannya kepada Menteri.

Bagian Keempat

Lintas Penyeberangan
Pasal 75

(1) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dalam suatu lintas penyeberangan.
(2) Lirtas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan aieh Menteri.
(3) Kriteria fintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi .

a. menghubungkan jaringan jatan dan/atau kereta api yang terputus oleh laut, selat ?an
teluk ; : \

b. melayani lintas dengan tetap dan teratur |

c. berfungsi sebagai jembatan bergerak ;
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d. menghubungkan antar dua pelabuhar: ; dar:
e. tidak mengangkut barang lepas.

Penempatan kapal pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangar yang bersangkutan.

Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan kapal pada lintas penyeberangan
wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani kegiatan lintas penyeberangan pada
fintasan dimaksud sekurang-kurang 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Menteri
pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di lintasan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasat 76

Usaha angkutan penyeberangan hanya dapat melayant lintas penyeberangan sesuai dengan izin
usaha yang diberikan.

(1)

2)

(1)

2)

(1)

2

)

Pasal 77

Lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria argkutan
penyeberargan yakni mengtubungkan daersh terpencit dan { atau daeah belum
berkembang dengan daerah terpencil dan / atau daerah yang belum berkembang lainnya
atau dengan daerah yang telah bekembang.

Ketentuan lebih laniut mengenai syarat pokok lintas penyeberangan perintis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur cengan Keputuszn Menteri.
BAB VI
TARIF ANGKUTAN Ci PERAIRAN
Bagian Pertama

Tarif Angkutan Penumpang
Pasal 78

Tarif angkutan nenumpang angkutan laut dalam negeri, angkutan sungai dan danau dan
angkutan petiyeberangan terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tanf pelayanan non-
ekonomi.

Persyaratan tentang pelayanan dan besamya perimbangan kapasitas tempat tidur / duduk
dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

Strukuwr tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 avat (1) terdiri dari
tarif dasar dan tarif jarak.

Struktur tanf pelavanan nqn—ekonomi sebageimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri
dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur dengan Keputusan Menteri.

/ Pasal 80.......
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(2)

3
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Tarif dasar dan tarif }‘arak sebag;l S v e dalar asud 79 ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Menter.

Tarif pelayanan tambahai: sebagiarana oneeroud datam Pasat 79 avat (2) ditetapkan oteh
penyedia jasa angkutan.

Bagian sedua

Tarif Angkutan Barang, ilewan dan Kendaraan
Lasail 81

Struktur tarf angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau serta angkutan
kendaraan beserta barang uniuk angkutan penyeberangan, merupakan komponen
perhitungan biaya sebagai pedoman untuk menentukan pesaran tarif.

Golongan tarif angkutan sungai dan danau merupakan pedoman dalam menentukan
besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan pengelompakan jenis barang yang diangkut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tadif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) can ayat (2) diatur dengan Keoutusan Menteri.

Pasat 82

Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkitan laut dalam negeri, ditetapkan
atas Casar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan penggur.a jasa.

Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau ditetapkan
atas dasar kesepakatan antara penvedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan struktur tarif
sepagaimana dimaksud da'ar Pasal 81.

Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan panyeberangan
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan strukiur tarit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat {1).
Bagian Ketiga
Tarif Usaha Penunjang Angkutan Laut

Pasal 83

Tarif usaha penunjang angkutan laut terdiri dari

@ "o a0 oW

M
(2}

tarif bongkar muat barang;

tarif jasa pengurusan transporiasi;

tarif ekspedisi muatan kapa! laut;

tarif angkutan perairan pelabuhan;

tarif penyewaan'peraiatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan iaut;
tarif tally;

tarif depo peti kemas.

Pasal 84
Struktur tarif usaha penunjang angkutan laut merupakan komponen dasar untuk pedoman
perhitungan besaran tarif.

Jenis tarif usaha penunjang angkutan 'aut adalah tarif yang diberlakukan untuk barang-
barang umum (general cargo), barang kemasan, barang mengganggu (harmful substances),
barang berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus.
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(3) Ketentuan lebifr iarg. L - . aan enis tanf cepagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dia’. . ' Aentert.
<al 385

Besaran tarif usaha penunjany «u e b i ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara
penyedia jasa dan pengguna j&s’: eniaeran jenis dan struktur tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasail 84.

GAB VI
PELAYANAN PENGANGKUTAN UNTUK
PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT

Pasal 86

(1) Perusahaan angkutan ¢ perairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan
khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit.

(2) Penyedigan fasilitas dan pemberian pelayanan khusus s2bagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. pembenan prioritas untuk mendapatkar: tiket angkutan;

b memberikan peiayanan untuk memudahkan naik ke dan turun dari kapal,
c. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal.
d

menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan diangkat dalam posisi tidur
serta iempat dan fasilitas cagi penumpang yang mengidap penyakit menular.

(3) Ketentuan lebih fanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB Vili

PENGANGKUTAN BARAMG KHUSUS
DAN BARANG BERBAHAYA

Pasal 87

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus memenuhi persyaraian :
a. penumpukan dan penyimpanan Ci pelabuhan, penanganan bongkar muat serta
penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal ; ‘
b. kapal pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesual
dengan peraturan-peraturan standar nasional maupun internasional ;
c. barang berbahaya yang diangkut wajib diberi tanda-tanda tertentu sesuai dengan
barang berbahaya yang diangkut.
(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
a. kayu gelondongan (logs) ;
b. barangcurah;
c. baiangarrel;
d. ternak.

(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-keias
sebagai berikut .

a. bahan peledak
b gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan ; !
c. cairan yang mudah menyala ; )
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d. barang padat yang mudah menyala ;

e. bahan yang dapat terbakar sendiri ;

f.  bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang Ty RNy

g. peroxida organik ;

h. zat beracun;

i, bahan yang menimbulkan infeksi

i- bahan radio aktif;

k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan 2izu zat berbahiaya {cinnya.
Ketentuan lebin lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan harang berbanaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan tienten.

Pasal 88

Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar muat dar dan ke
kapal, terhadap barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan oleh
tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tenentu.

Ketentuan lehih lanjut menaenai kelengkapan fasilitas keselamatan dan kualifikasi tenaga
kefja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diaatur dengan Keputusan Mentsri.

Pasal 89

Pemilik, operator dan / atau agen perusahzan angkutan lact yang mengangkut barang
Khusus atau berang berbahaya, wajib menyampatkan pemberitahuan kepada instansi yang
berwenang di pclabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.

Ketentuar lebih larivt mengenai pemberitahuan kapa! tiba sebagaimana dimaksud pacda
ayat (1) diatur dengan Keputtsan Menteri.

BAB X
WAJIB ANGKUT

Pasal 90

Perusahaan angkutan di perairan wajiv mengangkut penumpang, hewan dan/atau barang
setelah disepakati perjanjian pengangkutan.

Sebelum melaksanakan® kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan
angkutan di perairan harus memastikan bahwa :

a.  sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaikan dan tetap memperhatikan
keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

sarana angkutan telah diawaki, diperlengkapi dan cliberi pasokan logistik ;

ruang penumpang, fuang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di
kapal memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang ;

d. pemuatan. penanganan, penyirnpanan, penumpukan dan pembonglaran t_,arang
dan‘atau naikfturun penumpang, hewan dilakukan secara cermat dan berhati-hatl.

Pasal 91

(1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik / pengirm barang harus : '

SKRIPSI

a. -memberitahu pengangkut mengenai ciri-Ciri umum barang yang akan diangkut dan
cara penanganannya, apabila pengangkut menghendaki demikian |
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b. memberi tanda atau lebel secara memadai ternadap barany & Craniaya
dan beracun, sesuai dengan ketentuan perundang-uncangan « e
Perusahaan angkutan di perairar: Uerhak menolak uei 1 mors oo L e apabiia
pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana efimaksuc ;. i .

BAB X
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Pasal 82
Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh
pengoperasian kapalnya berupa .
a  kematian atau lukanya penumpang yang diangkut ;
b musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut ;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut
d. kerugian pihak ketiga. '

Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan ternadap penumpany dan barang wajib
diasutansikan.
Batas tanggung jawab uniuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud paca ayat Y
huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa
sesuai dengan perjanjian angkutan atau perundang-undangan yang beriaku.
Batas tanggung jawa keterlampatan angkutan penuinpang dan/atau barang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf ¢, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa
dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. '
Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ¢ dan d bukan Jdisebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian
atau seluruh dari tanggung jawabnya.
BAE Xi
SISTEM INFORMAS! ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 93
Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan angkutan di
perairan, setiap penyelenggara / pengusaha angkutan di perairan wajib menyampaikan
laporan tentang N
a. kinerja usaha dan penurjang angkutan di perairan ;
b. kegiatan operasional angkutan di perairan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. potensi dan kegiatan operasional kapal yang dimiliki atau dicharter ;
b. potensi dan kegiatan operasional kapa' yang diageni ;
c. potensi can kegiatan operasional usaha penunjang angkutan di perairan
d. potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.
Untuk pengolahan hasil taporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2), Mentar i
menyelenggarakan sisitem informasi angkutan di perairan.
Ketentuan tebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. . :
\',
! BAB XIl......
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PENJELASAN
AETAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUGLIK 1.
NOMOR 82 TAHUM 193¢
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN

JMUM

Angkutan di perairan, sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya, memiliki peranan
yang sangat penting dalam memperiancar roda perekonomian, rmemantapkan perwujudan
wawasan nusantara, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, maningkatkan ketahanan
nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa.

Pentingnya peranan angkutan di perairantersebut tercermin cari penyelenggaraan angkutan di
perairan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara,dan dari semakin
meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang d: dalam negeri
madpun ke luar negeri.

Selain itu, angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai sarana untuk
mewujudkan wawasan nusantara, sebaga: penghasil devisa negara, dan membuka kesempata
kerja, sehingga angkutan di perairan diselenggarakan sebagai hagian ierpadu dari sistem
transportasi nasional dan dikuasai negara s2rta dibina oleh Pemerintah. Pengertian dikuzsain
oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan angkutan
di perairan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturar, pengendaiian dan pengawasan.

Penyelenggaraan angkutan di perairan diarahan dengan iujuain untuk :

a. menyediakan sarana, prasarana dan jasa angkutan di perairan yang aman, cepat, lancar,
tertib, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau masyarakat ;

b. membaerikan kepastian usaha di bidany angkuian di perairan, sehingga kelangsungan usaha
tersebut dapat dipertahankan untuk menunjang pempangunan bidang usaha sektor lainnya ;

¢. mengembangkan potensi usaha angkutan di perairan sesuai dergan perkembangan
nasional dan intemasional, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari
dan profesional.

Angkutan di perairan mempunyai karakteristk dan keunggulan tersendiri yang perlu
dikembangkan karena mampu mengangkut barang datam jumiah yang besar dengan biaya yang
lebih rendah dengan memperhatikan sifat sarananya yang padat modal, sefta mampu
menggunakan tehnologi maju, walaupun masih ada pelayanan angkutan di perairar. yang
mempunyai karakteristik ytradisional, yang mampu menjangkau pulau / daerah terpencil yang
dikelola secara sederhana oleh Warga Negara indonesia secara perorangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang periu  untuk
menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang usahe angkutan di perairan yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas .

Pasal 2
Cukup jelas
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